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Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Indonesia pada period 2009-
2013. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan 
properti sebagai variabel dependen, kemudian tingkat pengangguran, 
ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk sebagai variabel 
independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder terbitan Badan Pusat 
Statistik mencakup data 33 provinsi Indonesia. Model menggunakan data panel 
yang dihitung dengan pendekatan Fixed Effect Model yang disertai Cross-
section Weights dengan menggunakan aplikasi Eviews 8. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 94 persen dari variasi variabel independen dalam 
penelitian ini dapat menjelaskan variabel kejahatan properti di Indonesia, 
sedangkan 6 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model 
estimasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti. Tingkat pengangguran dan 
kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan 
ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kejahatan properti di Indonesia.  
 






























This study aims to analyze how much influence the factors that influence the 
rate of property crime in Indonesia in the period 2009-2013. The variables 
were observed in this study were property crimes as the dependent variable, 
then the level of unemployment, income inequality and population density as 
independent variables. This study uses secondary data published by the 
Badan Pusat Statistik include data on Indonesia's 33 provinces. The model 
uses panel data calculated approach accompanied Fixed Effect Model 
Cross-section Weights using Eviews applications 8. The results of this study 
showed that 94 percent of the variation of the independent variables in this 
study may explain the variable property crime in Indonesia, while 6 percent 
were affected by other factors outside the model estimation. The findings 
showed that all independent variables a significant effect on property crime. 
The unemployment rate and population density a significant negative effect. 
While income inequality positive and significant impact on the level of 
property crime in Indonesia. 
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1.1 Latar Belakang 
Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan yang 
dihadapi oleh setiap negara karena memiliki potensi merusak kestabilan pasar. 
Keberhasilan pembangunan yang digalakkan oleh setiap negara sangat 
bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Menekan jumlah 
tindak kejahatan disuatu negara menjadi hal penting untuk menunjang 
pembangunan yang optimal. Berdasarkan sejarah dapat diketahui bahwa faktor 
politik dan stabilitas keamanan memainkan peran yang krusial dalam 
perekonomian yakni pada masa revolusi industri yang bertepatan dengan perang 
dunia I dan perang dunia II, banyak negara-negara di Eropa yang kemudian 
perekonomiannya menjadi maju dan berkembang. Namun keadaan tersebut 
berubah total pasca berakhirnya perang dunia II yang telah membuat sebagian 
besar negara di Eropa saat itu menjadi kolaps dan mengalami kebangkrutan 
ekonomi. Hal ini sejalan dengan Modelski (1996) bahwa menurutnya dalam suatu 
peperangan pasti ada dampaknya terhadap sistem perekonomian dari suatu 
negara. Begitupula faktor penghambat berupa berbagai jenis tindak kejahatan 
yang tidak pernah sepi dari pemberitaan media cetak dan elektronik.   
Berbagai kerugian telah banyak ditimbulkan oleh adanya tindak 
kejahatan, baik itu kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Kriminalitas akan 
berdampak berupa beban kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak. 
Biaya tersebut tidak hanya ditanggung oleh korban, namun oleh masyarakat, dunia 
usaha, bahkan negara atau pemerintah daerah. 
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Biaya yang dikeluarkan oleh korban meliputi nilai properti yang hilang, 
biaya pengobatan luka fisik maupun traumatis, opportunity cost dari waktu kerja 
yang hilang, serta berkurangnya kualitas hidup. Bagi warga masyarakat tindak 
kejahatan akan menimbulkan biaya untuk memperketat sistim keamanan guna 
pencegahan terhadap tindakan kriminal, termasuk kunci pengaman dan biaya 
menggalakkan patroli setempat. 
Bagi suatu negara, tindak kejahatan tentunya akan menimbulkan biaya 
untuk sistem peradilan meliputi biaya polisi, pengadilan, penahanan, 
pemenjaraan, rehabilitasi dan juga untuk perbaikan infrastruktur keamanan. Selain 
itu, dengan adanya pelaku tindak kriminal yang dipenjara akan menimbulkan 
opportunity cost oleh karena berkurangnya tenaga kerja potensial yang 
seharusnya dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara, 
atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu daerah (Sullivan, 2009). 
Bagi kalangan dunia usaha, jika tingkat kriminalitas di suatu daerah tinggi, 
maka biaya keamanan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin 
tinggi, termasuk biaya penjagaan keamanan properti perusahaan dan biaya untuk 
menjamin keselamatan pekerja dari tindakan kriminal. Munculnya biaya tambahan 
ini akan berakibat pada tambahan biaya untuk memproduksi suatu barang dan 
jasa, sehingga harga produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal, sehingga 
berakibat pada menurunnya keuntungan yang diperoleh karena rendahnya 
permintaan produk. 
Masyarakat cenderung mendambakan pemenuhan kebutuhan material 
yang melimpah dan mengabaikan realitas kelangkaan sumberdaya sebagai alat 
pemuas kebutuhan, sehingga untuk mewujudkan dambaan tersebut manusia akan 
menempuh segala cara termasuk melalui tindakan kejahatan dengan pengambilan 
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harta benda korban. Namun disisi lain, pelaku kejahatan dipandang tidak berbeda 
dengan individu lainnya. Pelaku tindak kejahatan juga manusia ekonomi yang 
tunduk pada prinsip ekonomi yang berlaku secara umum. Pada akhirnya individu 
akan merespon terhadap insentif yang tersedia dengan pertimbangan rasional, 
dan pemerintah sebagai aktor yang memberi interfensi berperan menyediakan 
barang dan jasa publik mengurangi untuk ekspektasi keuntungan dari harta 
jarahan pelaku kejahatan. 
Berdasarkan Gambar 1.1 terdapat tren penurunan jumlah laporan 
kejahatan di Indonesia selama tahun 2012-2014, jumlah kejahatan yang 
dilaporkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 341.159 kasus menjadi 
325.317 kasus. Namun terdapat kecenderung hanya setengah kasus kriminalitas 
yang terselesaikan dari jumlah kasus kriminalitas secara keseluruhan. 
Berdasarkan data statistik kriminalitas, lebih menarik lagi bahwa selang waktu 
terjadinya kejahatan (crime clock) selama setahun pada tahun 2014 adalah 1 
menit 36 detik. Jadi setidaknya ada 400 laporan tindak kejahatan yang terjadi di 
Indonesia dalam kurun waktu 24 jam. 
Gambar 1.1 
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan Jumlah Kejahatan 
yang Diselesaikan di Indonesia (Crime Cleared) 
Tahun 2012-2014 
 
Sumber : Statistik Kriminal Indonesia 2015, diolah. 
 









Berdasarkan data jumlah korban kejahatan yang disajikan dalam Tabel 
1.1 diketahui bahwa dari tahun 2011 hingga 2013 kejahatan properti (pencurian, 
perampokan dan penipuan) memiliki proporsi tertinggi dan mendominasi terhadap 
total korban kejahatan secara keseluruhan. Kejahatan properti selalu berada pada 
tingkat lebih dari 90 persen untuk data Indonesia secara keseluruhan. Dengan 
demikinan setidaknya 9 dari 10 korban kejahatan di Indonesia merupakan korban 
pencurian, perampokan dan penipuan yang termasuk kedalam kejahatan properti.  
 
Tabel 1.1 

















2011 2.837.446 95,10 146.295 4,90 2.983.741 
2012 2.292.020 91,64 209.014 8,36 2.501.034 
2013 2.303.567 94,56 132.520 5,44 2.436.087 
Sumber : Statistik Kriminalitas Indonesia 2015, BPS 
Oleh karena itu, permasalahan tingginya angka kejahatan properti 
(pencurian, perampokan dan penipuan) di Indonesia harus diselesaikan melalui 
berbagai alternatif kebijakan. Namun sayangnya, sebagian besar masalah 
kriminalitas hanya dianalisis dan diselesaikan melalui pendekatan hukum, 
kriminologi dan ilmu kepolisian. Akibatnya kebijakan yang diambil untuk menekan 
kriminalitas sebagian besar dilakukan melalui pendekatan hukum dan kepolisian.   
Padahal, penyebab kriminalitas dapat diketahui lebih mendalam melalui 
pendekatan ekonomi. Penelitian Becsi (1999) menunjukkan bahwa kejahatan 
didominasi oleh motif ekonomi. Variabel yang terkait dengan ekonomi 
pengangguran, dan pendapatan personal terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kriminalitas di Amerika. Variabel yang terkait dengan demografi 
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menunjukan bahwa variabel usia berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di 
Amerika. Variabel terkait dengan faktor pencegahan semuanya terbukti signifikan 
terhadap tingkat kriminalitas di Amerika. Termasuk tingkat pendidikan dan 
pengeluaran pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kriminalitas. 
Selain Itu pendekatan ekonomi juga dapat dilihat dari rasionalitas pelaku 
kejahatan atau kriminal. Terutama untuk jenis kejahatan properti yang melibatkan 
pengambilan harta benda korban sebagai utilitas (pendapatan) bagi pelaku. 
Berdasarkan model Becker bahwa pelaku kriminalitas yang rasional akan 
melakukan kriminalitas bila expected cost lebih rendah dari expected benefits dan 
akan menahan diri untuk melakukan kriminalitas jika sebaliknya itu terbukti. Dari 
situ dapat dilihat bahwa pendekatan ekonomi untuk menganalisa kriminalitas 
dimulai dengan asumsi dasar bahwa pelaku kriminalitas melakukan aksinya 
dengan rasional. Merespon intensif dengan melakukan perhitungan untung dan 
rugi. Oleh karenanya kriminalitas dapat dianalisa melalui pendekatan ekonomi. 
Untuk meminimumkan angka kejahatan properti, insentif tindak kejahatan 
harus diperkecil dengan memperbesar expected cost atau memperkecil expected 
benefits. Oleh karenanya suatu kebijakan diarahkan untuk memperbesar biaya 
atas tindakan kejahatan properti dengan memperbesar probabilita tertangkap, 
pengenaan hukuman penjara, denda. Namun, hal demikian membutuhkan 
anggaran yang tidak sedikit dan seharusnya dapat dialihkan ke sektor lain yang 
memberikan manfaat pengembalian yang lebih. Dengan kata lain, sumber daya 
yang tersedia untuk meminimumkan kejahatan bersifat langka dan terbatas. Maka, 
sumber daya tersebut harus dioptimalkan sebaik-baiknya agar dapat tercapai 
tingkat kejahatan properti yang serendah-rendahnya. 
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Setelah memperhatikan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa 
pendekatan ekonomi lebih spesifik terfokus pada kejahatan properti seperti 
pencurian, perampokan dan penipuan karena terdapat motif ekonomi berupa 
utilitas pendapatan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu diperlukan penelitian 
mengenai “Analisis Ekonomi Faktor Penentu Kejahatan Properti di Indonesia”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut: Apakah tingkat pengangguran, ketimpangan 
pendapatan dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kejahatan properti di 
Indonesia. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk menganalisis berapa besar pengaruh 
tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk 
terhadap kejahatan properti di Indonesia. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 
1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya 
sebagai pengambil keputusan untuk membuat kebijakan ekonomi yang 
tepat. 
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin 
ilmu yang penulis tekuni. 
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3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu ekonomi, 
khususnya kajian tentang kriminalitas terkhusus kepada pencurian, 
perampokan, korupsi dan penipuan yang tergolong sebagai kejahatan 
properti 
4. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang berminat melakukan 







2.1 Tinjauan Teoretis 
2.1.1 Konsep Kejahatan Properti 
Kriminalitas secara etimologi berasal dari kata crime yang artinya 
kejahatan. Kriminologi menganggap kejahatan merupakan suatu perilaku yang 
mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan 
perlindungan terhadap penderitaan orang lain. Meskipun begitu, moral dasar ini 
dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas.  
Ilmu ekonomi memandang kejahatan sebagai suatu yang menyebabkan 
ketidakefisienan alokasi sumber daya dan mendistorsi harga sehingga jumlahnya 
harus ditekan. Ilmu ekonomi menggunakan kerangka yang dimiliki dalam 
mengoptimalakan alokasi penggunaan sumber daya untuk menekan angka 
kejahatan ke tingkat serendah-rendahnya (Hakim, 2009). Menurut Detotto dan 
Otrando (2010), disatu sisi aktivitas kriminal memungkinkan adanya tambahan 
konsumsi barang dan jasa dari harta jarahan walaupun dianggap tidak pantas. 
Sementara disisi lain, kriminalitas membebankan biaya besar bagi sektor publik 
maupun swasta seperti pencurian dan kerusakan aset, kehilangan sumber daya 
manusia, tambahan biaya keamanan dan tambahan biaya kesehatan. Kriminalitas 
bersifat seperti pajak di perekonomian secara keseluruhan, yaitu memunculkan 
keengganan pihak asing dan domestik untuk berinvenstasi langsung, mengurangi 
daya saing perusahaan, realokasi sumber daya, menciptakan ketidakpastian dan 
inefisiensi.  
Berbeda dengan mazhab ekonomi sosialis-marxis, kejahatan merupakan 





tekanan kaum kapitalis sebagai pemilik lahan. Marx berpendapat bahwa dengan 
penghapusan properti pribadi akan menyelesaikan akar masalah perselisihan, 
pertentangan kelas dan perbudakan. Disisi lain pencapaian kondisi demikian 
mustahil diwujudkan tanpa menggunakan kekerasan yang digolongkan sebagai 
tindakan kejahatan (Skousen, 2009). Berdasarkan pendapat demikian, maka 
peningkatan di bidang ekonomi dalam hal kesejahteraan patut memperhitungkan 
hambatan kriminalitas. 
Dalam kriminologi, kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori 
yaitu kejahatan dengan kekerasan, kejahatan properti, kejahatan terorganisir, dan 
kejahatan melawan ketertiban publik. Kejahatan dengan kekerasan menempatkan 
korban dalam kondisi terancam dimana sebagian besar kejahatan ini bertujuan 
untuk melukai korbannya. Aksi kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan 
dengan kekerasan adalah: pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan 
perampokan. Kejahatan properti adalah kejahatan yang bertujuan untuk 
mengambil harta benda korban. Pada umumnya dilakukan dengan sembunyi-
sembunyi (stealth), tidak menggunakan kekerasan, serta dilandasi dengan 
perhitungan rasional. Contoh kejahatan properti adalah penipuan, pencurian diluar 
dan dalam bangunan. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan 
dengan terorganisir, oleh grup atau organisasi, dengan tujuan menciptakan 
pendapatan tetap bagi anggota grup tersebut. Sedangkan kejahatan melawan 
ketertiban publik didefinisikan sebagai kejahatan yang menyebabkan publik tidak 
dapat berfungsi dan beroperasi secara efisien karena bertentangan dengan norma 
dan moral yang dipegang oleh publik. Contoh dari kejahatan publik adalah 
penyalagunaan obat bius, alkohol, serta aksi prostitusi. 
Analisa ekonomi dalam tindak kejahatan digunakan untuk menganalisis 





(pendapatan) bagi si pelaku. Terdapat asumsi rasionalitas dalam ekonomi 
kejahatan yaitu pelaku kejahatan melakukan aksinya berdasarkan perhitungan 
cost benefit dan melakukan respon terhadap insentif. Oleh karenanya, kejahatan 
yang bisa dianalisa melalui pendekatan ekonomi adalah kejahatan properti.  
Pada kasus Indonesia, perampokan yang melibatkan kekerasan fisik juga 
termasuk dalam kejahatan properti. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kasus 
perampokan di Indonesia didominasi oleh motif ekonomi, berbeda dengan definisi 
di Amerika Serikat yang kebanyakan kasus perampokan didominasi oleh masalah 
sosia-kejiwaan si penyerang (Hakim, 2009). Dengan demikian kejahatan properti 
yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah penipuan, pencurian dan 
perampokan 
Menurut Richard dkk (Hakim, 2009), meskipun biaya langsung yang 
terbesar ditanggung oleh korban kejahatan bukan berarti korban kejahatan 
merupakan satu-satunya pihak yang menanggung biaya kejahatan. Aksi kejahatan 
menimbulkan biaya bagi setidaknya empat pihak yaitu: korban, potensial korban, 
pelaku, dan publik. 
Biaya bagi korban kejahatan, didefinikan sebagai pihak yang menderita 
tindak kejahatan. Biaya yang ditanggung korban merupakan komponen biaya 
langsung yang dapat dikuantifisir dengan cara menghitung jumlah total harta 
rampasan yang diambil pelaku, biaya perbaikan properti/alat pengamanan, serta 
biaya perawatan medis akibat luka fisik dan nonfisik yang dialami. Selain itu, 
terdapat opportunity cost berupa waktu bekerja yang hilang selama pemulihan 
dikalikan upah kerja. Opportunity cost tersebut akan semakin besar apabila korban 
tidak mampu menanggulangi beban mental berupa posttraumatic stress disorder 
yaitu kondisi trauma pasca terjadinya kejahatan yang mengakibatkan 





Biaya bagi korban potensial, berupa biaya yang ditanggung masyarakat 
sebagai upaya preventif mengantisipasi suatu tindak kejahatan seperti 
penambahan alat-alat pengamanan, belanja asuransi untuk mengurangi risiko 
kejahatan, penurunan kualitas hidup akibat rasa takut akan terjadinya tindak 
kejahatan dan opportunity cost dari kebebasan beraktivitas akibat rasa takut 
menjadi korban berikutnya. Meskipun begitu, terdapat irisan antara komponen 
belanja penambahan alat-alat pengamanan, dengan belanja publik yang normal 
untuk mencegah kejahatan. Tingkat kejahatan yang relatif tinggi akan 
menyebabkan publik menambah belanja pengamanan sehingga akan lebih besar 
dari belanja normal yang dikeluarkan oleh sebuah komunitas yang relatif aman. 
Biaya bagi pelaku kejahatan, merupakan opportunity cost dari waktu 
pelaku dipenjara yang bervariasi pada setiap pelaku kejahatan. Besar opportunity 
cost ini didapat dari pendapatan yang hilang selama dipenjara. Biaya ini dapat 
diperbesar dengan meningkatkan probabilita tertangkap/dipenjara, memperlama 
waktu dipenjara, dan meningkatkan pendapatan legal pelaku.  Semakin besar 
ketiga variabel tersebut, opportunity cost dari pelaku kejahatan akan semakin 
besar sehingga memperkecil insentif untuk tindak kejahatan. 
Biaya bagi sektor publik, adalah segala biaya yang timbul berupa 
pencegahan suatu tindak kejahatan, hukuman untuk pelaku kejahatan, dan 
penurunan kualitas lingkungan. Terdapat irisan biaya untuk menghukum pelaku 
dengan biaya pencegahan kejahatan. Ini disebabkan hukuman untuk kejahatan 
sering dimaksudkan untuk mencegah calon pelaku kejahatan melakukan aksi 
serupa. Biaya untuk patroli keamanan (polisi dan komponen keamanan lain) 
merupakan komponen biaya eksplisit yang jelas dapat dikategorikan sebagai biaya 
yang dikeluarkan publik untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sukses. 





dan fasilitas rehabilitasi pelaku kejahatan merupakan biaya yang sering dianggap 
sebagai biaya untuk menghukum pelaku kejahatan (Hakim, 2009). 
Biaya yang secara signifikan dapat dirasakan oleh publik adalah biaya 
penurunan kualitas lingkungan dan distorsi ekonomi akibat maraknya tindakan 
kejahatan di lingkungan mereka. Hasil penelitian Cullen dan Levitt (1999) 
menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan di kota sebesar 10 persen akan 
menurunkan populasi kota sebesar 1 persen dengan rumah tangga berpendidikan 
tinggi dan rumah tangga memiliki anak yang paling responsif terhadap kejahatan 
tersebut. Padahal, rumah tangga berpendidikan memiliki kemampuan untuk 
menyebarkan eksternalitas positif yang besar di sebuah komunitas. Berkurangnya 
rumah tangga tersebut akan menyebabkan hilangnya potensi eksternalitas positif 
akan merugikan sebuah komunitas. 
Tingginya tingkat kejahatan akan mendistorsi ekonomi sebuah 
komunitas. Fasilitas publik seperti taman, perpustakaan, tempat parkir umum, dan 
sarana lainnya akan berkurang akibat tingginya biaya perawatan dan biaya 
perbaikan karena aksi-aksi vandalis. Pekerja publik akan meminta upah lebih 
tinggi. Hal serupa juga terjadi pada pertokoan dan jasa pelayanan. Jumlahnya 
akan berkurang dan akan terdapat biaya tinggi jika tetap beroperasi akibat biaya 
untuk menutupi biaya pengamanan dan asuransi. Sehingga dalam jangka panjang 
akan berdampak pada berkurangnya pendapatan rill. Selain itu pajak yang 
diberlakukan menjadi lebih tinggi untuk membiayai peradilan, pencegahan 
kejahatan, pelayanan kesehatan untuk korban kejahatan dan mendistorsi investasi 








 Rational Choise of Crime 
Rasionalitas merupakan suatu pertimbangan atas kesadaran terhadap 
suatu pilihan bagi seseorang untuk bertindak atas dasar preferensi nilai atau 
utilitas. Pendekatan rasionalitas pada dasarnya digunakan dalam hal pengambilan 
suatu keputusan. Dengan pendekatan rasionalitas diharapkan mampu untuk 
meramalkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan atau keputusannya tersebut 
sehingga dapat memperhitungkan asas biaya manfaatnya serta 
mempertimbangkan beberapa masalah yang saling berkaitan (Arsono, 2014). 
Dalam perspektif ekonomi, seorang pelaku kejahatan dipandang sama dengan 
individu lainnya. Pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindak kejahatan 
didasari atas rasionalitas dan merespon terhadap insentif berupa net benefit dari 
harta jarahan (loot). 
Dalam hal kejahatan pendekatan rasionalitas juga digunakan untuk 
mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut untung rugi yang ia dapatkan 
dari pengambilan keputusan untuk masuk ke aktivitas kriminal. Keputusan 
melakukan kejahatan adalah keputusan yang rasional karena didasarkan atas 
maksimisasi utilitas. Seorang yang akan masuk ke aktivitas illegal pasti akan 
melakukan beberapa pertimbangan seperti Probabilita untuk ketahuan dan 
tertangkap, seriusitas penghukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari 
jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendeknya terhadap hasil 
kejahatan. 
Teori Rational Choise Becker (1968) menjelaskan model dari keputusan 
seseorang untuk ikut ke aktivitas illegal dalam hipotesisnya. Kejahatan adalah 
perhitungan yang rasional, karena itu seorang pelaku kejahatan akan membuat 
keputusan yang disesuaikan dengan hukum atas kejahatan sebagai basis 





biaya kejahatan adalah hasil perhitungan probabilitas dari aktivitas yang terdeteksi 
dan dari pelaku yang ditangkap dan dihukum, serta nilai kerugian materil dari 
sanksi hukuman dan nilai kerugian non materil yang mungkin diderita, seperti 
kerugian dalam reputasi yang dicap sebagai seorang kriminal. Kemudian perkiraan 
keuntungan dari kejahatan dihitung dari probabilitas keberhasilan memperoleh 
keuntungan materil maupun non materil pada kejahatan tertentu. Ini mencakup 
baik nilai barang atau jumlah uang yang dihasilkan secara langsung dari 
kejahatan. Dan yang tidak berwujud tetapi berpotensi memiliki nilai seperti dapat 
dikenal oleh orang-orang yang dalam komunitas para pelanggar hukum. 
Berdasarkan model Becker bahwa pelaku kejahatan yang rasional akan 
melakukan kejahatan bila expected cost lebih rendah dari expected benefits dan 
akan menahan diri untuk melakukan kejahatan jika sebaliknya itu terbukti. 
Tidak jauh berbeda pendapat dengan Becker, Sullivan (2003) 
menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi mengungkapkan tiga alasan pelaku 
kriminal dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak kejahatan. Pertama, 
pelaku kejahatan tersebut secara relatif merupakan orang yang memiliki 
kemungkinan tertangkap sangat rendah, sementara expected return yang 
diharapkan dari harta benda hasil kejahatan (expected loof) sangat besar. Hal 
tersebut dimungkinkan karena ia memiliki pengetahuan dan keahlian dalam 
melakukan tindak kejahatannya. Kejahatan tipe ini umumnya terjadi pada white 
collar crime. Kedua, pelaku kejahatan apabila tertangkap dan dipenjara memiliki 
opportunity cost yang rendah. Rendahnya opportunity cost disebabkan tidak 
produktifnya aktivitas yang dilakukan oleh mereka apabila berada diluar penjara. 
Hal ini menjelaskan penyebab kejahatan yang dilakukan oleh orang miskin. Ketiga, 
pelaku kejahatan sama sekali tidak memiliki rasa hormat terhadap nilai dan norma 





suatu perbuatan yang salah. Hal ini menjelaskan mengapa kejahatan dapat terjadi 
meskipun net return sedikit. 
 
Tingkat Keseimbangan Kejahatan Properti 
Tingkat keseimbangan kejahatan/kriminalitas tidak berbeda jauh 
layaknya analisis permintaan dan penawaran pada umumnya. Sehubungan 
dengan penjelasan sebelumnya, terpenuhinya asumsi rasionalitas dalam bentuk 
keputusan individu memungkinkan suatu fenomena kejahatan dapat dianalisis 
dengan pendekatan ekonomi melalui hubungan antara permintaan dan 
penawaran. Secara garis besar terdapat beberapa aktor yang mempengaruhi 
keseimbangan kejahatan,  aktornya yakni pelaku kejahatan, rumah tangga non 
kriminal, dan intervensi pemerintah mempengaruhi keduanya. Pada sisi 
penawaran kejahatan dapat dijelaskan oleh keputusan pelaku kejahatan. 
Penawaran kejahatan adalah jumlah aksi kejahatan yang akan dilakukan pada 
tingkat harta jarahan (loot) tertentu. Penawaran kejahatan tersebut berslope positif 
menandakan bahwa semakin besar loot maka akan semakin besar pula aksi 
kejahatan yang akan dibiarkan pada tingkat loot tertentu. Dibiarkan karena biaya 
proteksi yang lebih tinggi daripada nilai loot tersebut. Permintaan kejahatan 
berslope negatif karena semakin kecil loot, semakin kecil proteksi yang dilakukan, 
sehingga semakin besar jumlah tindakan kejahatan yang dibiarkan. 
Menurut Ehlich (1996) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
terjadinya penawaran kejahatan yaitu: ekspektasi loot per aksi kejahatan, biaya 
langsung untuk memeperoleh harta rampasan (termasuk biaya self protection), 
tingkat upah alternatif bekerja sektor legal, peluang tertangkap dan dipenjara, 
prospek lama dipenjara, dan selera individu dalam melakukan penawaran 





dan preferansi terhadap risiko). Selain itu, (Becsi, 1999) menyatakan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran (yang menyebabkan 
penawaran kejahatan pada tingkat loot tertentu naik/turun) berupa: perubahan 
demografi (kenaikan/penurunan proporsi usia muda), kesempatan kerja yang 
berkurang/bertambah pada tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan 
pemenjaraan. 
Permintaan kejahatan terdiri dari dua komponen. Pertama adalah 
permintaan langsung terhadap harta rampasan, seperti layaknya pasar barang 
normal, yang terjadi pada shadow economy. Dimana shadow economy 
/underground economy atau ekonomi bawah tanah atau disebut juga black market 
adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa yang tidak 
tersorot oleh instansi resmi. Meskipun demikian tidak selamanya kegiatan di 
underground economy adalah illegal. Yang membuat sebuah pertukaran menjadi 
underground adalah antara lain karena produk yang diperjualbelikan adalah illegal, 
tidak tercakup dalam ranah pajak, atau dengan sengaja pelakunya menghindari 
pajak. Komponen kedua adalah permintaan tidak langsung dari kejahatan, yang 
berasal dari inverse demand terhadap proteksi dan asuransi yang berhubungan 
negatif terhadap harta rampasan kejahatan (Hakim, 2009) . 
Sederhananya, semakin rendah harta rampasan maka akan semakin 
kecil proteksi dan asuransi yang dikenakan terhadap harta tersebut. Semakin 
besar harta rampasan, yang akan memicu semakin banyak aksi kejahatan, maka 
akan semakin besar pula proteksi yang akan dilakukan sehingga menaikkan biaya 
langsung dari aksi kejahatan bagi pelaku dan menurunkan benefit dari aksi 
kejahatan. 
Kurva permintaan dapat bergeser (ke kiri) apabila terjadi perubahan 





kejahatan pada tingkat tertentu. Dan meskipun secara normatif masyarakat 
mengharapkan tingkat kejahatan sebesar nol, kondisi tersebut hampir tidak 
mungkin terjadi, karena pada kondisi tersebut publik melakukan proteksi 
berlebihan yang biayanya lebih besar terhadap nilai properti yang diproteksi. 
Kondisi keseimbangan awal adalah perpotongan kurva permintaan dan 
penawaran namun bukan merupakan kondisi optimum sosial karena pada titik 
tersebut terlalu banyak tingkat kejahatan terjadi di suatu daerah. Pada kondisi 
tersebut, pemerintah harus turun tangan dengan membuat kebijakan yang 
menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan sehingga terjadi kondisi 
optimum sosial kejahatan. Pemerintah mengintervensi dengan memberikan 
proteksi terhadap harta rampasan melalui institusi kepolisian. Intervensi ini 
menciptakan keseimbangan baru dengan menggeser permintaan kejahatan ke 
sebelah kiri sehingga tingkat kejahatan yang akan terjadi menjadi lebih kecil. 
Selain itu Sullivan (2003) juga menambahkan bahwa kondisi optimum 
sosial merupakan titik yang direpresentasikan oleh perpotongan antara marginal 
prevention cost dengan marginal victim cost. Kondisi Publik dengan sumber daya 
yang tersedia, berusaha untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan 
pengamanan dan kepastian hukuman. Hal tersebut menimbulkan biaya dalam 
usahanya sehingga dapat dikategorikan sebagai biaya pencegahan (prevention 
cost). Penambahan biaya pencegahan kejahatan akibat penambahan kasus 
kejahatan yang ingin dicegah disebut marginal prevention cost (MPC). MPC 
berhubungan negatif dengan jumlah kejahatan, karena semakin banyak kejahatan 
yang ingin dicegah publik akan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hal 
ini terjadi karena: semakin besar kasus yang ingin dicegah, tingkat kesulitannya 
akan semakin besar sehingga membutuhkan tambahan biaya pencegahan yang 





Sementara itu, korban kejahatan mengemban biaya berupa opportunity 
cost dari waktu kerja yang hilang, kehilangan moneter, dan biaya akibat cidera. 
Penambahan biaya korban kejahatan akibat penambahan satu kasus kejahatan 
disebut marginal victim cost (MVC). MVC tersebut diasumsikan memiliki besaran 
yang tetap, sehingga. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, meskipun 
publik menghendaki tingkat kejahatan menjadi sekecil-kecilnya, tingkat optimum 
kejahatan sendiri bukanlah nol melainkan pada sebuah titik tertentu dimana 
marginal victim cost yang diderita korban. Besaran MPC yang ditanggung publik 
tidak akan lebih besar daripada MVC, karena pada kondisi ini publik dikatakan 
tidak rasional karena mengeluarkan biaya pencegahan lebih besar dari pada 
kehilangan akibat terjadinya kejahatan. 
Becker (1968) pertama kali mengemukakan suatu model fungsi kerugian 
sosial (social-loss function) untuk menjelaskan kerugian masyarakat sebagai 
akibat adanya perbuatan kriminal. Selengkapnya, fungsi kerugian sosial yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
 L = D(O) + C (p,O) + b p f O (2.1) 
Keterangan : 
L : total kerugian sosial 
D(O) : biaya kerusakan 
C(p,O) : kerugian sosial dari penangkapan 
O : jumlah pelanggaran 
p : rasio kejahatan yang diselesaikan terhadap total kejahatan 
bf : kerugian sosial per pelaku yang dihukum (biaya dari hukuman) 
f : besaran hukuman per pelanggar bagi mereka yang dihukum 





Berdasarkan fungsi tersebut, Becker berusaha menjelaskan bahwa 
perbuatan kriminal/ illegal yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan kerugian 
bagi masyarakat yang disebut sebagai kerugian sosial (social-loss). Total kerugian 
sosial akibat perbuatan illegal merupakan hasil penjumlahan dari biaya kerusakan 
(D(O)), biaya penangkapan (C(p,O)), dan biaya kerugian sosial akibat hukuman 
(bpfO) yang muncul akibat adanya perbuatan illegal. Kondisi optimal didefinikan 
Becker dengan meminimumkan total kerugian sosial akibat adanya perbuatan 
kriminal, upaya yang dapat dilakukan adalah mengendalikan nilai rasio kejahatan 
yang diselesaikan terhadap total kejahatan (p), hukuman per pelanggar bagi 
mereka yang dihukum (f), dan jumlah pelanggar (O). 
Seorang individu berpartisipasi dalam perbuatan kriminal/illegal apabila 
expected utility yang diperoleh dengan menggunakan waktu dan sumber daya lain 
untuk kegiatan illegal lebih besar daripada expected utility yang didapat dengan 
menggunakan waktu dan sumber daya tersebut untuk kegiatan legal. Kemudian, 
beberapa orang menjadi kriminal bukan karena motivasi awal di antara mereka 
yang berbeda, namun karena manfaat (benefit) dan biayanya (cost) yang berbeda. 
Berdasarkan rumusan di atas, Becker (1968) kemudian mengembangkan 
suatu fungsi yaitu supply of offenses. Fungsi ini menghubungkan antara jumlah 
pelanggar dengan probabilitas ditangkap, hukuman jika tertangkap, dan variabel-
variabel lain seperti pendapatan dari aktivitas legal dan illegal, frekuensi gangguan 
penangkapan, dan kesediaan bertindak illegal. Fungsi supply of offenses yang 
dikembangkan Becker dapat dituliskan dalam persamaan berikut: 
 Oj = Oj (pj, fj, uj)  
Oj merupakan jumlah tindakan kriminal selama periode tertentu, pj adalah 





hukuman dari suatu tindakan kriminal, dan uj adalah variabel lain yang 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal. 
Peningkatan kemungkinan tertangkapnya kriminal untuk suatu tindakan 
kriminal (pj) dan hukuman dari suatu tindakan kriminal (fj) akan mengurangi 
expected utility dari suatu tindak kriminalitas yang pada akhirnya akan mengurangi 
jumlah tindakan kriminal pada periode tersebut. Becker (1968) juga menjelaskan 
variabel-variabel lain yang masuk dalam uj adalah peningkatan pendapatan dari 
aktivitas legal atau peningkatan kesadaran hukum yang akan mengurangi intensif 
untuk melakukan perbuatan illegal. 
Selain itu Ehrlich (1996) melalui penelitiannya yang berjudul “Crime, 
Punishment, and the market for Offenses” menyebutkan bahwa seseorang 
berpartisipasi dalam aktivitas ilegal karena biaya dan keuntungan dari aktivitas 
tersebut, yang mencakup; (1) hasil jarahan yang diekspektasikan dari aktivitas 
yang berlawanan dengan hukum, (2) biaya langsung yang ditanggung oleh 
pelanggar untuk memperoleh hasil jarahan, termasuk didalamnya biaya untuk 
melindungi diri agar lolos dari hukuman, (3) upah rata-rata dari aktivitas alternatif 
yang legal, (4) kemungkinan penangkapan dan pemenjaraan, (5) denda yang 
bakal di tanggung jika di penjara, (6) selera seseorang (atau ketidaksukaan) 
terhadap kriminalitas yang merupakan kombinasi dari nilai moral, kecenderungan 
untuk melakukan kekerasan, dan pilihan untuk risiko. 
Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang 
optimal untuk memerangi kejahatan merupakan bagian dari optimalisasi alokasi 
sumberdaya. Pengoptimalan alokasi tersebut dapat dilakukan dengan memberi 
perhatian seperti penganggaran atau tindakan lainnya terhadap faktor-faktor yang 





ekonomi, pemakaian sumber daya yang terbatas menghasilkan tingkat utilitas atau 
profit yang maksimum (Hakim, 2009). 
 
2.1.2 Konsep Pengangguran 
Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 
dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 
memperolehnya (Amalia, 2012). Pengangguran merupakan suatu ukuran yang 
dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang 
melakukan usaha secara efektif dalam empat minggu terakhir untuk mencari 
pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999) (dalam Farid Alghofari, 2010). 
Pengangguran menurut Sadono Sukirno (2001) adalah suatu keadaan 
dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan 
pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan 
pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Kenaikan produksi yang 
dilakukan oleh para pengusaha karena tingginya permintaan akan menambah 
penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tingginya pendapatan 
nasional, semakin banyak pula tenaga kerja dalam perekonomian. Faktor lain yang 
menimbulkan (i) pengangguran antara lain karena penganggur ingin mencari 
pekerjaan yang lebih baik, (ii) pengusaha menggunakan peralatan produksi 
modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, (iii) ketidaksesuaian antara 
keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan 
dalam industri-industri. 
Untuk mengatasi pengangguran ini bukan hanya menunggu 
perkembangan perekonomian yang membaik tetapi juga dengan menyediakan 
kesempatan kerja untuk tenaga kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja. 





ekonomi yang berlaku setelah kemunduran ekonomi adalah cukup teguh dan 
dapat menyediakan kesempatan kerja baru yang lebih besar dari pertambahan 
tenaga kerja yang berlaku. 
 
2.1.3 Konsep Ketimpangan Pendapatan 
Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu 
inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan 
perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para 
ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu 
atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2004). Pada tingkat ketimpangan yang 
maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan akan 
semakin tinggi. 
Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya 
ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini, kriteria Bank Dunia, dan 
Kurva Lorenz. Penghitungan dengan menggunakan indeks gini memiliki rasio 
antara 0 dan 1. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi distribusi pendapatan 
yang sempurna merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian 
pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama dengan 1 maka 
terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan 
hanya dinikmati oleh satu orang saja. 
Apabila kita menggunakan kriteria Bank Dunia, maka dasar penilaian 
distribusi pendapatan adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh 40% 
penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan tersebut dikategorikan tinggi, 
apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% 
bagian pendapatan. Ketimpangan juga dapat dikategorikan sedang jika 40% 





dan ketimpangan dikategorikan rendah jika 40% penduduk berpenghasilan 
terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan. 
Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif 
pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif 
dan diperkenalkan pertama kali oleh Max Otto Lorenz di tahun 1905 (Setiawan, 
2011). Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin 
timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Sisi vertikalnya 
menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi 
horisontalnya menggambarkan persentase kumulatif populasi. 
 
2.1.4 Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Kejahatan Properti 
Probabilita seorang pengangguran melakukan suatu tindak kejahatan 
cenderung lebih tinggi karena kondisi yang tidak berpengsilan mengakibatkan 
tidak ada ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Sehingga pengangguran 
secara teori memiliki hubungan positif dengan kejahatan. Ini dibuktikan oleh 63 
penelitian pada tahun 1970-an di Amerika. Kemudian Chiricos (1987) 
membuktikan pula bahwa analisis 63 data tersebut konsisten menunjukkan 
hubungan positif dan signifikan. 
Tauchen dan Witte (1994) (dalam Groot dan Brink, 2007) menemukan 
bahwa kaum muda yang bekerja dengan upah atau pergi ke sekolah adalah kecil 
kemungkinan untuk melakukan tindak kriminal. Melick (2003) juga berpendapat 
bahwa secara historis terdapat dua pemikiran umum yang utama mengenai 
hubungan antara pengangguran dengan kejahatan. Salah satu gagasan dasarnya 
adalah individu dalam rangka untuk mempertahankan standar hidup tertentu, 
maka selama dia menjadi pengangguran akan menjadi lebih mungkin untuk 





Hasil estimasi Levitt (1997) terhadap jenis kejahatan properti dan 
kejahatan kekerasan menemukan hubungan yang positif antara pengangguran 
dan kejahatan properti, termasuk pencurian, bahkan setelah dimasukkannya 
waktu dan area dalam dummy variabel. Tetapi sebaliknya ia juga melaporkan 
hubungan negatif antara pengangguran dan kejahatan kekerasan dalam beberapa 
kasus. Dalam sebuah studi menggunakan time series data state, ia menemukan 
hubungan yang kuat antara pengangguran dan kejahatan properti untuk keduanya 
yaitu remaja maupun orang dewasa, tetapi menemukan sedikit link antara 
pengangguran dan kejahatan kekerasan. 
 
2.1.6 Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kejahatan Properti 
Berdasarkan analisis kriminalitas, terdapat beberapa teori yang 
menjelaskan keterkaitan hubungan antara pengaruh kesenjangan pendapatan 
terhadap besaran jumlah kasus kejahatan yang terjadi.  Becker (1968) 
menjelaskan bahwa faktor kesenjangan pendapatan menempatkan orang yang 
mendapatkan upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta 
berharga sangat tinggi pada satu daerah. Hal tersebut akan meningkatkan return 
dari aksi kejahatan di daerah tersebut sehingga tingkat kejahatan akan tinggi 
daerah tersebut. Sedangkan dari perspektif sosial teori strain oleh Merton (1938)  
berpendapat bahwa perasaan frustasi akan menghinggapi orang-orang yang tidak 
sukses ketika berhadapan dengan orang-orang sukses di sekitarnya. Semakin 
besar kesenjangannya, akan semakin besar rasa frustasi tersebut sehingga akan 
memperbesar godaan untuk melakukan tingkat kejahatan. Riset Freeman (1996) 
menemukan hubungan positif antara kejahatan dengan kesenjangan sosial, makin 





Begitu juga dengan Ehrlich (1996) menemukan signifikansi distribusi pendapatan 
terhadap kejahatan dengan hubungan yang positif. 
Secara teoretis seorang pelaku kejahatan akan merespon terhadap 
insentif kejahatan dengan pertimbangan rasionalitas. Kondisi kesenjangan 
pendapatan dalam suatu kawasan akan cenderung mendorong keputusan 
melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan pelaku berhadapan langsung dengan 
korban potensial yang menyediakan ekspektasi perolehan harta rampasan yang 
lebih tinggi.  
Penelitian yang dilakukan oleh Madden dan Chiu (1998) (dalam Baharom 
dan Habibullah, 2009) menyajikan model yang menelusuri hubungan yang 
potensial antara buruknya ketimpangan pendapatan dan meningkatnnya jumlah 
pencurian, dan hasil terkuat menunjukkan bahwa peningkatan perbedaan 
ketimpangan secara relatif meningkatkan tingkat kriminalitas. Brush (2007) juga 
menemukan bahwa dengan meregresi data cross section dan time series dari 
Negara Amerika Serikat ternyata menghasilkan output yang berbeda. Data cross 
section menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dengan tingkat 
kejahatan mempunyai hubungan yang positif, sedangkan dengan meregresi data 
time series keduanya justru memiliki hubungan yang negatif. 
 
2.1.7 Hubungan Kepadatan Penduduk terhadap Kejahatan Properti 
Para ahli kriminologi termasuk Flango and Sherbenou (1976); Schichor, 
Decker, and O’Brien (1979) telah mengidentifikasi bahwa kejahatan lebih banyak 
terjadi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Daerah perkotaan 
yang dicirikan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menjanjikan return 
aksi kejahatan yang lebih tinggi, lebih rendahnya kemungkinan tertangkap, dan 





Glaeser dan Sacerdote (1999) yang menyatakan bahwa daerah perkotaan dengan 
tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menjadi tempat favorit bagi pelaku 
kejahatan untuk meelakukan aksinya. 
Daerah dengan tingkat kepadatan yang tinggi memberikan return aksi 
kejahatan yang lebih tinggi disebabkan kepadatan korban kejahatan yang lebih 
tinggi dan lebih mudahnya akses penjahata ke harta rampasan. Setidaknya 13,33 
hingga sepertiga penyebab terjadinya kejahatan di perkotaan adalah lebih 
tingginya harta rampasan (Hakim, 2009). 
Pemilihan untuk melakukan tindak kejahatan di daerah dengan tingkat 
kepadatan tinggi dapat dianalogikan sebagai pemilihan intrumen investasi bagi 
investor normal. Pelaku kejahatan akan memilih untuk melakukan tindak kejahatan 
properti karena tingkat pengembalian (harta benda korban) yang relatif lebih besar 
daripada di daerah dengan kepadatan penduduk rendah terkhususnya di 
pedesaan. Terlihat bahwa pelaku kejahatan properti melakukan pendekatan 
rasional dalam melakukan aksinya di daerah tingkat kepedatan tinggi terutama di 
perkotaan. Glaeser dan Sacerdote (1996) membuktikan bahwa peningkatan 
populasi sebesar 10 persen akan meningkatkan kejahatan properti sebesar 1,5 
persen. 
  
2.2  Tinjauan Empiris 
Penelitian Becsi (1999) yang berjudul ”Economics And Crime In The 
States”. Menggunakan variabel independen kepadatan penduduk usia 15 – 19 
tahun dan usia 20 – 24 tahun, pengangguran, pendapatan seseorang, pendidikan, 
tahanan, pengeluaran polisi, dan jumlah polisi dengan variabel dependen adalah 
tingkat kejahatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel yang terkait 





signifikan terhadap tingkat kejahatan di Amerika. Kemudian variabel yang terkait 
dengan demografi menunjukan bahwa variabel usia berpengaruh terhadap tingkat 
kejahatan di Amerika. dan tiga variabel terkait dengan faktor pencegahan 
semuanya terbuktu signifikan terhadap tingkat kejahatan di Amerika. 
Berdasarkan analisis penelitian Machin dan Meghir (2004) yang berjdul 
“Crime and Economic Incentives” dengan menggunakan variabel independen 
seperti tingkat upah riil, penduduk berusia 15-24 tahun, dan jumlah kepolisian 
daerah. Untuk kemudian di analisis dengan variabel dependennya yaitu tingkat 
kriminalitas di United Kingdom. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah 
tingkat kejahatan akan lebih tinggi apabila tingkat ketimpangan juga tinggi, yang 
mencerminkan peluang pasar tenaga kerja lebih rendah, begitu juga dengan 
kemungkinan tertangkap yang lebih rendah, di mana tingkat kejahatan sudah lebih 
tinggi, dan potensi keuntungan untuk kejahatan juga semakin tinggi. 
Penelitian lainnya oleh Hardianto (2009) yang bejudul “Analisis Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan 
Ekonomi”. Peneliti menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model. Ada 
dua model regresi linier berganda yang digunakan yaitu model pertama 
menggunakan jumlah terdakwa terhadap kejahatan hak milik pribadi (properti) 
sebagai variabel dependen dan probabilita jumlah terdakwa yang dipenjara, 
tingkat upah, pengeluaran pembangunan untuk sektor hukum sebagai variabel 
independen. Sementara model kedua menggunakan jumlah terdakwa dalam 
semua perkara pidana sebagai variabel dependen, dan variabel independen sama 
dengan model pertama. Hasil estimasi kedua model sama-sama menunjukkan 
bahwa variabel probabilitas jumlah terdakwa yang dihukum penjara tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Sementara 





pengeluaran pembangunan untuk sektor hukum memiliki pengaruh positif 
signifikan. 
Hakim (2009), melakuan penelitian tingkat kejahatan properti daerah di 
pulau Jawa pada tahun 2007. Analisis yang digunakan menggunakan model 
ekonomi dengan data cross section pendekatan ordered logit model. Pada model 
tersebut, terdapat tujuh variabel bebas yang digunakan. Berdasarkan hasil 
estimasi diidentifikasi bahwa lima variabel bebas digunakan yaitu tipe daerah 
perkotaan atau bukan, tingkat upah rata-rata, tingkat pengangguran, proporsi pria 
usia 15-29 di populasi, dan kekuatan kepolisian tingkat resor berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat kejahatan properti. Empat diantaranya adalah variabel 
tersebut mempengaruhi tingkat kejahatan dari sisi penawaran. Sisanya, kekuatan 
kepolisian adalah variabel dari sisi permintaan. Sedangkan dua variabel lain yang  
diuji dinyatakan tidak berpengaruh signifikan adalah tingkat kemiskinan dan 
proporsi single mother di sebuah daerah. Berdasarkan teori meningkatnya tingkat 
kemiskinan diperkirakan mengurangi insentif berupa harta rampasan, sementara 
untuk variabel single mother diduga terdapat masalah berupa kurang baiknya data 
yang belum mencerminkan profil keluarga single mother yang membesarkan anak 
bermasalah. Selain itu, tidak signifikannya kedua variabel tersebut diduga 
disebabkan oleh faktor budaya, dimana pelaku kejahatan dari daerah miskin 
cenderung melakukan kejahatan di luar daerah asal, dan keluarga besar berperan 
dalam mendidik anak single mother.   
Hendri (2014), berjudul Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap dari Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan. Jurnal ini menguji hubungan tingkat ketimpangan 
pendapatan dan kejahatan properti di Indonesia. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan data sosial-ekonomi dari 33 provinsi selama tahun 2007-2011. 





kejahatan properti yang ekonometri diuji dengan menggunakan model data panel 
efek tetap.  
Temuan penelitian menyatakan bahwa setelah dikontrol dengan berbagai 
variabel yang ada, ternyata ketimpangan pendapatan berkorelasi positif secara 
signifikan dengan kejahatan properti. Mengejutkan, bahwa ternyata menurut data 
yang ada, dalam konteks Indonesia, korelasi kedua kedua variabel berpola U-
invers (bentuk punuk). Dengan kata lain, setelah mencapai titik maksimum, 
peningkatan tingkat kejahatan properti mengalami penurunan begitu indeks Gini 
menjadi makin memburuk.  
Faktor lain yang menentukan perbedaan dalam tingkat kriminalitas yang 
diharapkan oleh literatur yang ada: proporsi penduduk perkotaan. Relasi dan pola 
hubungan indeks Gini dengan kriminalitas juga amat dipengaruhi oleh initial 
valuenya. Intuisi dari hal ini menyebutkan bahwa terjadi konvergensi dalam 
kriminalitas. Provinsi dengan indeks ketimpangan awal yang rendah akan saling 
berlomba untuk “mengejar” ketertinggalannya dengan provinsi lain yang telah 
memiliki angka indeks dan kriminalitas tinggi.  
Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
merupakan salah satu kontributor semakin memburuknya ketimpangan income. 
Temuan ini menyiratkan bahwa laju pertumbuhan yang tidak “berkualitas” pada 
gilirannya secara tidak lansung akan menuntut biaya sosial yang besar, salah 
satunya berupa kriminalitas yang makin meninggi. Jadi, dinamika data lapangan 
memberikan peringatan penting bahwa tidak ada jaminan bahwa daerah yang 
selama ini aman akan terus menikmati kondisi keamanan itu jika lalai dalam 
menyikapi fenomena ketimpangan pendapatan yang ada. Atas dasar hal ini 
tampak jelas bahwa untuk mengatasi peningkatan tingkat kejahatan properti, 





ketimpangan pendapatan di antara penduduk itu sesuai dengan atribut daerah 
mereka. 
 
2.3 Kerangka Konseptual 
Keputusan untuk memilih ke aktivitas illegal terkhusus kepada tindak 
kejahatan properti sebagian besar disebabkan karena ketersediaan waktu berlebih 
dan ekspektasi utilitas yang berasal dari harta jarahan. Disamping itu 
pertimbangan rendahnya probabilita tertangkap dan opportunity cost ketika 
melakukan tindak kejahatan juga berpengaruh. 
Tingginya pertumbuhan penduduk terutama penduduk pada usia kerja 
dengan yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan juga 
semakin menambah tingginya tingkat kriminalitas. Hal itu dapat terjadi karena 
semakin tingginya angka pengangguran tentu akan menambah beban suatu 
negara atau daerah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa para penganggur 
tersebut sebenarnya termasuk dalam penduduk yang berusia produktif yang 
seharusnya bisa diandalkan untuk perekonomian. Akan tetapi, ketersediaan waktu 
yang berlebih membuat bingung untuk memilih bekerja di sektor legal dengan 
upah yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bekerja di sektor 
illegal dengan ekspektasi upah yang lebih tinggi. 
Ketimpangan pendapatan juga telah lama diindikasikan akan berimbas 
disisi lain kehidupan, salah satunya tindak kejahatan properti. Teori rational choice, 
memberikan simpulan bahwa semakin membesarnya perbedaan perolehan 
income dari kegiatan ilegal dengan opportunity cost (termasuk di dalamnya 
pendapatan dari kegiatan legal) akan menjadi insentif kegiatan kriminalitas. 
Secara nasional, pergerakan angka kriminalitas juga bergerak seiring trend 





Faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap tindak kejahatan properti 
adalah kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk mengakibatkan 
terkonsetrasinya ekspektasi harta jarahan dilokasi tertentu. Hal ini akan faktor 














Setelah memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka 
pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai 
landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih 
mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini 
guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka 
penulis menguraikan landasan berpikir dalam Gambar 2.1 yang dijadikan 
pegangan dalam penelitian. 
Berdasarkan tinjauan teoretis dan empiris penelitian ini akan 
menganalisis hubungan positif masing-masing pengaruh faktor tingkat 
pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk terhadap 
kejahatan properti. Persepsi populer dari perdebatan teori yang berkembang 













berpengaruh pada peningkatan kejahatan properti. Begitupula sebaliknya, 
berkurangnya pengangguran berpengaruh pada pengurangan tingkat kejahatan 
properti. Hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh pengaruh ketimpangan 
pendapatan dan kepadatan penduduk.   
 
2.4 Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian 
sebagai berikut: Tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kepadatan 
penduduk masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan 






3.1 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini adalah kejahatan properti di Indonesia 
sebagai variabel terikat (dependen) dan variabel yang mempengaruhi 
(independen) adalah tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan 
kepadatan penduduk. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, 
dalam bentuk panel data (pooled data) yang menggabungkan data time series 
periode 2009-2013 dan data cross section 33 Provinsi Indonesia. Data-data yang 
dimaksud yaitu jumlah kejahatan properti, tingkat pengangguran terbuka, tingkat 
ketimpangan pendapatan dan tingkat kepadatan penduduk. Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data statistik terbitan Badan Pusat 
Statistik serta kantor/instansi yang berhubungan dengan penyediaan data 
penelitian dalam bentuk angka-angka dan masih perlu di analisis kembali. 
  
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan yaitu pengumpulan data 
dan informasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini melalui literatur atau 
atau referensi kepustakaan. Seperti perpustakaan, laporan statistik yang 
diterbitkan Badan Pusat Statistik, jurnal, browsing internet serta berbagai sumber 
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penerbitan seperti buku-buku ekonomi yang ada hubungannya dengan penelitian 
ini. 
 
3.4 Metode Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh pengangguran, ketimpangan pendapatan 
dan kepadatan penduduk terhadap kejahatan properti di Indonesia, digunakan 
metode regresi berganda. Metode regresi berganda adalah metode regresi yang 
melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan 
pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode 
Ordinary Least Square (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji 
hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang 
diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan 
implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan 
akurat (Wagiono, 1994). 
Metode untuk menganalisis regresi berganda dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis data panel (pooled data) dengan program software 
Microsoft Excel dan E-views. Menurut Gujarati (1978), data panel (pooled data) 
atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross 
section dan data time series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan 
dalam satu waktu terhadap banyak individu sedangkan data time series 
merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. 
Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan 
analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data time 
series atau cross section. 
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Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan 
tiga metode, yaitu metode kuadrat terkecil (pooled least square), metode efek tetap 
(fixed effect) dan metode efek random (random effect). Untuk menentukan salah 
satu model estimasi dana panel dari ketiga model tersebut, maka di gunakan uji 
Chow Test dan uji Haussman Test. uji Chow Test merupakan pengujian untuk 
memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square atau Fixed Effect. 
Sedangkan uji Haussman Test merupakan pengujian untuk memilih apakah model 
yang digunakan Fixed Effect atau Random Effect. 
Penelitian dengan menggunakan data panel dengan cross section 
provinsi di Indonesia dan time series tahun 2009-2013, adapun model adalah 
sebagai berikut: 
Y = f(X1, X2, X3) (3.1) 
Persamaan (3.1) kemudian ditulis dalam bentuk persamaan fungsional 
sebagai berikut: 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ (3.2) 
Keterangan: 
Y  = Kejahatan properti 
X1  = Tingkat Pengangguran 
X2  = Ketimpangan pendapatan 
X3  = Kepadatan penduduk 
β0 = Intercept/konstanta 
β1 = Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kejahatan properti 
β2 = Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kejahatan properti 
β3 = Pengaruh kepadatan penduduk terhadap kejahatan properti 
μ  = error term 
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3.5 Uji Statistik 
3.5.1 Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Multikolinieritas 
Model regresi diasumsikan tidak memuat hubungan dependensi linear 
antarvariabel independen. Jika terjadi hubungan dependensi linear yang kuat 
diantara variabel independen maka dinamakan terjadi problem multikolinieritas, 
sehingga nilai standard error dari koefisien menjadi tidak valid dan hasil uji 
signifikansi koefisien dengan uji t tidak valid. Cara umum untuk mendeteksi adanya 
multikolinear dalam model ialah dengan melihat adanya R2 yang lebih tinggi dalam 
model tetapi tingkat signifikasi t-statistiknya sangat kecil dari hasil regresi tersebut 
dan cenderung banyak yang tidak signifikan. Selain itu untuk menguji 
multikolinear, bisa dilihat matrik korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas 
berkorelasi lebih besar dari 80 persen (0,8) maka termasuk yang memiliki 
hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolinearitas (Gujarati: 2003). 
Untuk menyelesaikan masalah multikolinieritas dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Menambah lebih banyak observasi, mengeluarkan salah satu 
variabel yang memiliki hubungan korelasi yang kuat, mentranformasi variabel 
independen dan melakukan analisis regresi ridge. 
b) Uji Autokorelasi 
Model regresi OLS klasik diasumsikan bahwa residual bersifat independen 
satu dengan yang lain. Autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series. 
Konsekuensi dari adanya autokorelasi pada model ialah bahwa penaksir tidak 
efisien dan uji t serta uji F yang biasa tidak valid walaupun hasil estimasi tidak bias 
(Gujarati: 2003). Pengujian yang bisa digunakan untuk meneliti kemungkinan 
terjadinya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (D-W). Metode Durbin-Watson 
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ini mengasumsikan adanya first order autoregressive AR(1) dalam model. Apabila 
error mengandung korelasi serial maka dapat dilakukan estimasi dengan metode 
generalized least square, melakukan respesifikasi model dengan memasukkan 
komponel lag variabel dependen atau independen ke dalam model. 
c) Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variasi dari error bersifat 
tetap/konstan (homokedastik) atau berubah-ubah (heteroskedastik). Deteksi 
adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan secara grafis dengan melihat apakah 
terdapat pola non-random dari plot residual atau residual kuadratis terhadap suatu 
variabel independen atau terhadap nilai fitted variabel dependen. Apabila 
terdeteksi heteroskedastisitas, diketahui estimator OLS tidak bersifat BLUE (Best 
Linear Unbiased Estimator), hanya LUE. Dengan demikian, nilai standard error 
dari koefisien hasil estimasi yang dihasilkan dengan metode OLS tidak akurat. 
Masalah heteroskedastisitas dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan. 
Estimasi dengan menggunakan metode Weighted Least Square (WLS) terhadap 
model, mentrasformasi variabel independen atau menggunakan metode estimasi 
White yang besifat Heteroscedasticity Consistent. 
 
3.5.2 Uji Validitas Model (F-test) 
Pada analisis struktural, uji F dipakai untuk menguji apakah model regresi 
yang digunakan sudah layak (valid) atau tidak.  F-test menguji apakah ada 
kemungkinan variabel dependen dapat diestimasi tanpa variabel-variabel bebas. 
Sehingga H0 gagal ditolak apabila semua koefisien estimasi tidak begitu berbeda 
dengan nol, sementara alternatif menyatakan sebaliknya. Sehingga jika Fhitung > 
Ftabel, maka model tersebut valid, sebaliknya jika Fhitung < Ftabel, maka model 
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tersebut tidak valid, jika valid, maka model tersebut dapat dijadikan model analisis 
struktural, demikian sebaliknya, jika tidak valid maka tidak dapat dijadikan model 
analisis struktural. Dimana tingkat signifikasi yang digunakan yaitu 5 persen. 
 
3.5.3 Uji Analisis Struktural (t-test) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing independen 
secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen 
secara nyata. Uji t menggunakan hipotesis dua-arah. Null Hypotheses gagal 
ditolak apabila koefisien regresi tidak begitu berbeda dengan nol (H0: βi=0), 
sehingga hipotesis alternatif diterima dan menyatakan bahwa variabel 
indeppenden berpengaruh signifikan. Sebaliknya H0 ditolak apabila thitung 
melampaui batas critical value yang diperoleh dari ttabel, sehingga variabel 
independen dinyatakan tidak signifikan. Dimana tingkat signifikasi yang digunakan 
yaitu 5 persen. 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel 
Batasan variabel dari penelitian ini antara lain: 
1. Tingkat Pengangguran (X1) dinyatakan dalam proporsi jumlah penduduk 
berumur 15 tahun atau lebih yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari 
pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa 
tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya 
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap penduduk yang termasuk 
angkatan kerja. Diukur dengan satuan persen. 
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2. Ketimpangan Pendapatan (X2) merupakan proporsi jumlah pendapatan  dari 
kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total 
pendapatan seluruh penduduk yang dinyatakan dalam Gini ratio. Diukur dalam 
satuan persen. 
3. Kepadatan Penduduk (X3) adalah rasio banyaknya jumlah penduduk untuk 
setiap kilometer persegi luas wilayah yang diukur dalam satuan persen 
4. Kejahatan properti (Y) diukur dengan menggunakan proporsi tindak kejadian 
yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya 
tertangkap tangan oleh kepolisian dari jenis kejahatan yang disertai 
pengambilan harta benda korban termasuk pencurian, perampokan, korupsi 
dan penipuan (kejahatan properti) menurut kepolisian daerah masing-masing 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian 
4.1.1 Perkembangan Kejahatan Properti Indonesia Tahun 2009-2013 
Kejahatan secara yuridis merupakan suatu bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosiatif 
sifatnya, dan melanggar hukum serta undang undang pidana. Selain itu dalam 
pandangan ekonomi sendiri kejahatan merupakan sesuatu yang dapat 
menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumberdaya dan mendistorsi harga 
sehingga jumlahnya harus ditekan. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan 
ancaman yang nyata bagi keamanan. Disisi lain keamanan ditingkat nasional 
adalah persyaratan untuk mempertahankan kehidupan sebuah negara melalui 
aktifitas ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Sehingga Analisis kejahatan 
tidak dapat dilepaskan dari jangkauan ilmu ekonomi. 
Analisa ekonomi dalam tindak kejahatan digunakan untuk menganalisis 
kejahatan properti yaitu kejahatan dengan motif meningkatkan utilitas 
(pendapatan) bagi si pelaku. Terdapat asumsi rasionalitas dalam ekonomi 
kejahatan yaitu pelaku kejahatan melakukan aksinya berdasarkan perhitungan 
cost benefit dan melakukan respon terhadap insentif. Kejahatan properti adalah 
kejahatan yang bertujuan untuk mengambil harta benda korban. Pada umumnya 
dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (stealth), tidak menggunakan kekerasan, 
serta dilandasi dengan perhitungan rasional. Pada kasus Indonesia, perampokan 
yang melibatkan kekerasan fisik juga termasuk dalam kejahatan properti. Hal ini 
disebabkan karena kebanyakan kasus perampokan di Indonesia didominasi oleh 
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motif ekonomi. Sehingga variabel kejahatan properti dalam penelitian ini diukur 
dengan akumulasi dari beberapa jenis kejahatan pencurian, perampokan dan 
penipu serta korupsi baik dengan yang diisertai kekerasan maupun secara 
sembunyi-sembunyi (stealth). 
Indikator untuk mengukur variabel kejahatan properti yang digunakan 
dalam penelitian adalah proporsi jumlah kasus kejahatan properti terhadap jumlah 
penduduk provinsi masing-masing di Indonesia. Kemudian diklasifikasi 
berdasarkan seberapa besar proporsi kejahatan properti masing-masing 
kepolisian daerah (Polda). Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara 
parsial pada tahun masing-masing, kepolisian daerah Metro Jaya secara konsisten 
mendominasi dibandingkan daerah lain selama 4 tahun yakni pada tahun 2009, 
2011, 2012, dan 2013 secara berturut-turut sebesar 0,383 persen, 0,255 persen, 
0,246 persen, dan 0,225 persen. Sementara pada tahun 2010 Polda DI 
Yogyakarta menjadi daerah dengan tingkat kejahatan properti tertinggi 
dibandingkan dengan polda lainnya yakni sebesar 0,378 persen. Dapat diartikan 
bahwa setidaknya terdapat 378 kasus kejahatan properti yang terjadi disetiap 1000 
penduduk DI Yogyakarta pada tahun 2010.  
Jika dilihat menurut rata-rata selama 5 tahun pada Tabel 4.1 diketahui 
bahwa tingkat kejahatan properti nasional sebesar 0,071 persen. Angka ini 
menafsirkan bahwa terdapat 71 orang yang terlibat kasus kejahatan properti untuk 
setiap 1000 penduduk Indonesia. Secara parsial, polda dengan tingkat kejahatan 
properti tertinggi adalah Polda Metro Jaya atau provinsi DKI Jakarta sebesar 0,276 
persen. Dapat dikatakan bawah terdapat 27 kasus yang terjadi untuk setiap 100 
penduduk DKI Jakarta, jika dipersempit 2 dari 10 penduduk terlibat dalam tindak 




Proporsi Jumlah Kejahatan Properti yang Dilaporkan terhadap Jumlah 
Penduduk Menurut Kepolisian Daerah (Persen) di Indonesia 
Tahun 2009-2013 
 






Aceh  0.064 0.086 0.111 0.112 0.105 0.096 0.041 
Sumatera Utara 0.088 0.116 0.155 0.143 0.169 0.134 0.081 
Sumatera Barat 0.105 0.111 0.135 0.170 0.183 0.141 0.077 
Riau 0.075 0.068 0.082 0.131 0.087 0.089 0.012 
Jambi 0.059 0.050 0.078 0.096 0.122 0.081 0.063 
Sumatera Selatan 0.115 0.136 0.159 0.165 0.168 0.148 0.052 
Bengkulu 0.059 0.095 0.122 0.118 0.128 0.104 0.069 
Lampung 0.078 0.028 0.036 0.024 0.029 0.039 -0.049 
Kep. Bangka Belitung 0.094 0.084 0.110 0.217 0.101 0.121 0.007 
Kepulauan Riau 0.121 0.109 0.123 0.121 0.144 0.123 0.023 
Metro Jaya 0.383 0.271 0.255 0.246 0.225 0.276 -0.158 
Jawa Barat 0.040 0.023 0.044 0.039 0.036 0.036 -0.004 
Jawa Tengah 0.022 0.024 0.028 0.021 0.028 0.025 0.006 
DI Yogyakarta 0.128 0.378 0.133 0.123 0.096 0.172 -0.032 
Jawa Timur 0.054 0.022 0.027 0.021 0.016 0.028 -0.039 
Banten 0.017 0.018 0.016 0.019 0.018 0.018 0.002 
Bali 0.069 0.059 0.066 0.052 0.067 0.063 -0.002 
Nusa Tenggara Barat 0.074 0.095 0.114 0.082 0.054 0.084 -0.020 
Nusa Tenggara Timur 0.028 0.031 0.048 0.048 0.043 0.040 0.015 
Kalimantan Barat 0.118 0.099 0.140 0.140 0.123 0.124 0.005 
Kalimantan Tengah 0.074 0.049 0.127 0.072 0.064 0.077 -0.010 
Kalimantan Selatan 0.058 0.024 0.003 0.045 0.088 0.044 0.030 
Kalimantan Timur 0.118 0.153 0.149 0.150 0.139 0.142 0.021 
Sulawesi Utara 0.141 0.120 0.169 0.114 0.126 0.134 -0.015 
Sulawesi Tengah 0.103 0.310 0.127 0.139 0.147 0.165 0.044 
Sulawesi Selatan* 0.069 0.081 0.094 0.090 0.088 0.084 0.019 
Sulawesi Tenggara 0.098 0.095 0.094 0.115 0.116 0.104 0.018 
Gorontalo 0.107 0.102 0.048 0.097 0.159 0.103 0.052 
Maluku 0.029 0.064 0.074 0.029 0.038 0.047 0.010 
Maluku Utara 0.021 0.035 0.017 0.014 0.014 0.020 -0.007 
Papua* 0.059 0.046 0.080 0.071 0.100 0.071 0.040 
 INDONESIA  0.071 0.066 0.074 0.071 0.071 0.071 -0.001 
Sumber: Biro Pengendalian operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik 





*Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, 
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota 
Bekasi,Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-
Hatta, dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Priok. 
**Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Polda 
Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. 
 
Polda lain yang termasuk 3 besar tertinggi se-nasional adalah DI 
Yogyakarta sebesar 0,172 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 0,165 persen. 
Sementara Polda dengan tingkat kejahatan properti terendah adalah Polda Banten 
yakni sebesar 0.018 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya terdapat 1 
orang yang terlibat kasus tindak kejahatan properti untuk setiap 1000 penduduk di 
Banten. Sedangkan polda dengan tingkat kejahatan properti terendah selanjutnya 
merupakan Maluku Utara dan Jawa Tengah yakni masing-masing sebesar 0,02 
persen dan 0,025 persen secara berturut-turut. 
Gambar 4.1 
Perubahan Proporsi Kejahatan Properti 
 di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009-2013 
 
 
Sumber: Biro Pengendalian operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik 










































































































































































































































Pada Tabel 4.1 juga disajikan perubahan proporsi yang dihitung 
berdasarkan selisih tahun akhir dan tahun awal penelitian. Diketahui bahwa 3 
Polda yang menunjukkan peningkatan intensitas tindak kejahatan properti tertinggi 
adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu secara berturut-turut 
sebesar 0,081 persen, 0,077 persen, dan 0,069 persen. Sedangkan Polda dengan 
menunjukkan penurunan intensitas kejahatan properti paling drastis selama 5 
tahun adalah DKI Jakarta, Lampung dan Jawa Timur masing-masing sebesar -
0,158 persen, -0,049 persen dan -0,039 persen. Meskipun perubahan kejahatan 
properti di Indonesia secara agregat mengalami perbaikan yakni menurun sebesar 
0,001 persen namun secara jika memperhatikan Gambar 4.1 secara parsial 
kepolisian daerah, terdapat 21 dari 31 Polda di Indonesia cederung menunjukan 
peningkatan intensitas tindak kejahatan properti. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa peningkatan kejahatan properti masih lebih mendominasi.  
 
 
4.1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2009-2013 
Pengangguran adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu 
pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah 
atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai 
kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Pengangguran terjadi disebabkan 
karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah 
tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun 
jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan 
dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja 
memilih untuk menganggur. 
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Tingkat Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi 
dan sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena hal tersebut 
menyia-nyakan sumber daya yang berharga. Pengangguran juga merupakan 
masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk 
pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang 
berkurang. Jika pengangguran tinggi, keadaan ekonomi sulit dan mempengaruhi 
emosi masyarakat serta kehidupan keluarga. Sehingga pada akhirnya efek buruk 
dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada 
akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. 
Untuk menganalisis tingkat pengangguran terbuka maka indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan antara jumlah orang yang 
mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Tabel 4.2 menyajikan tingkat 
pengangguran terbuka Indonesia menurut provinsi dalam kurun waktu 5 tahun 
(periode 2009-2013). Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata 
tingkat pengangguran terbuka Indonesia adalah 6,79 persen dapat pula diartikan 
bahwa setidaknya 6 dari 100 angkatan kerja adalah seorang pengangguran dalam 
kurun waktu 5 tahun periode 2009-2013. Terdapat 9 provinsi yang konsisten 
selama 5 tahun memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih besar 
dibandingkan tingkat nasional pada tahun masing-masing yaitu provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Utara, dan Maluku.  
Apabila berdasarkan rata-rata selama 5 tahun, terdapat 12 provinsi yang 
memiliki TPT yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT nasional selama 5 
tahun sebesar 6,79 persen. Provinsi yang dimaksud adalah Nanggroe Aceh 
Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa 
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Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan 
provinsi Papua Barat dengan TPT secara berturut-turut sebesar 8,78 persen, 7 
persen, 6,98 persen, 6,89 persen, 10,58 persen, 9,88 persen, 12,35 persen, 9,54 
persen, 8,65 persen, 6,96 persen, 9,04 persen, 6,86 persen. Berdasarkan nilai 
rata-rata TPT periode 2009-2013 dapat diketahui bahwa Banten merupakan 
provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia dengan TPT sebesar 
12,35 persen, setidaknya ada 12 dari 100 orang angkatan kerja merupakan 
seorang pengangguran atau bila dipersempit dapat pula dikatakan bahwa 
setidaknya 1 dari 10 angkatan kerja adalah seorang penganggur. Selain Banten, 
2 provinsi lain yang menduduki posisi 3 besar tertinggi berdasarkan rata-rata TPT 
adalah provinsi DKI Jakarta  dan Jawa Barat sebesar 10,58 dan 9,88. Sedangkan 
3 provinsi dengan nilai rata-rata TPT terendah merupakan provinsi Bali, Sulawesi 
Barat dan Nusa Tenggara timur sebesar 2,47 persen, 3,01 dan 3,21 secara 
berturut-turut.  Jadi dapat dikatakan bahwa di provinsi Bali hanya terdapat 2 dari 
100 orang angkatan kerja yang termasuk seorang pengangguran. 
Pada Tabel 4.2 juga disajikan seberapa besar perubahan tingkat 
pengangguran terbuka nasional dan masing-masing provinsi Indonesia. Pada 
tingkat nasional diketahui bahwa pengangguran Indonesia cenderung 
menunjukkan tren penurunan sebesar -1,62 persen yakni dari 7,87 persen pada 
tahun 2009 menjadi 6,25 persen pada tahun 2013. Dimana Lebih dari setengah 
dari provinsi Indonesia cenderung mengalami penurunan lebih cepat dibandingkan 
tingkat nasional -1,62 persen. Meskipun Banten memiliki tingkat pengangguran 
tertinggi, tetapi diantar 33 provinsi Indonesia provinsi Banten juga yang mengalami 
tren penurunan paling drastis sebesar -5,08 persen yakni dari 14,97 persen pada 




Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Provinsi (Persen) 
Tahun 2009-2013 






Aceh 8.71 8.37 7.43 9.10 10.30 8.78 1.59 
Sumatera Utara 8.45 7.43 6.37 6.20 6.53 7.00 -1.92 
Sumatera Barat 7.97 6.95 6.45 6.52 6.99 6.98 -0.98 
Riau 8.56 8.72 5.32 4.30 5.50 6.48 -3.06 
Jambi 5.54 5.39 4.02 3.22 4.84 4.60 -0.69 
Sumatera Selatan 7.61 6.65 5.77 5.70 5.00 6.15 -2.61 
Bengkulu 5.08 4.59 2.37 3.61 4.74 4.08 -0.34 
Lampung 6.62 5.57 5.78 5.18 5.85 5.80 -0.76 
Kep.Bangka Belitung 6.14 5.63 3.61 3.49 3.70 4.51 -2.44 
Kepulauan Riau 8.11 6.90 7.80 5.37 6.25 6.89 -1.86 
DKI Jakarta 12.15 11.05 10.80 9.87 9.02 10.58 -3.13 
Jawa Barat 10.96 10.33 9.83 9.08 9.22 9.88 -1.74 
Jawa Tengah 7.33 6.21 5.93 5.63 6.02 6.22 -1.31 
DI Yogyakarta 6.00 5.69 3.97 3.97 3.34 4.59 -2.66 
Jawa Timur 5.08 4.25 4.16 4.12 4.33 4.39 -0.75 
Banten 14.97 13.68 13.06 10.13 9.90 12.35 -5.08 
Bali 3.13 3.06 2.32 2.04 1.79 2.47 -1.34 
Nusa Tenggara Barat 6.25 5.29 5.33 5.26 5.38 5.50 -0.87 
Nusa Tenggara Timur 3.97 3.34 2.69 2.89 3.16 3.21 -0.81 
Kalimantan Barat 5.44 4.62 3.88 3.48 4.03 4.29 -1.40 
Kalimantan Tengah 4.62 4.14 2.55 3.17 3.09 3.51 -1.53 
Kalimantan Selatan 6.36 5.25 5.23 5.25 3.79 5.18 -2.56 
Kalimantan Timur 10.83 10.10 9.84 8.90 8.04 9.54 -2.79 
Sulawesi Utara 10.56 9.61 8.62 7.79 6.68 8.65 -3.88 
Sulawesi Tengah 5.43 4.61 4.01 3.93 4.27 4.45 -1.16 
Sulawesi Selatan 8.90 8.37 6.56 5.87 5.10 6.96 -3.80 
Sulawesi Tenggara 4.74 4.61 3.06 4.04 4.46 4.18 -0.28 
Gorontalo 5.89 5.16 4.26 4.36 4.12 4.76 -1.78 
Sulawesi Barat 4.51 3.25 2.82 2.14 2.33 3.01 -2.18 
Maluku 10.57 9.97 7.38 7.51 9.75 9.04 -0.82 
Maluku Utara 6.76 6.03 5.55 4.76 3.86 5.39 -2.90 
Papua Barat 7.56 7.68 8.94 5.49 4.62 6.86 -2.94 
Papua 4.08 3.55 3.94 3.63 3.23 3.68 -0.85 
INDONESIA 7.87 7.14 6.56 6.14 6.25 6.79 -1.62 
Sumber: BPS Indonesia 2009-2013, diolah 
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Provinsi lain yang mengalami perubahan signifikan yaitu provinsi 
Sulawesi Selatan turun sebesar -3,8 persen dari 8,9 persen pada tahun 2009 
menjadi 5,1 persen pada tahun 2013 dan Sulawesi Utara turun  sebesar -3,88 
persen dari 10,83 persen pada tahun 2009 menjadi 6,68 persen pada tahun 2013. 
Selain itu pada Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran 
terbuka seluruh provinsi Indonesia cenderung mengalami tren penurunan kecuali 
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang justru menunjukkan tren peningkatan 
selama 5 tahun sebesar 1,59 persen yakni dari 8,71 persen pada tahun 2009 
menjadi 8,78 persen pada tahun 2013. 
 
Gambar 4.2 
Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka 
 di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009-2013 
 
 
Sumber: BPS Indonesia 2009-2013, diolah 
 
4.1.3 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Indonesia tahun 2009-2013 
Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu 

























































































































































































































































tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan 
tingkat kemiskinan akan semakin tinggi. Indikator yang sering digunakan untuk 
mengetahui tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah gini ratio 
yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi 
distribusi pendapatan yang sempurna merata karena setiap golongan penduduk 
menerima bagian pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama 
dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena 
seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. 
Gambar 4.3 




Sumber: BPS Indonesia 2009-2013, diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa tingkat ketimpangan distribusi 
ketimpangan Indonesia menderung bergerak menuju ketidakmerataan, yang 
diperlihatkan oleh data 5 tahunan secara berturut-turut terus mengalami 
























































































































































































































































meningkat menjadi 0,38 pada tahun 2010 kemudian terus meningkat ditahun 
berikutnya menjadi 0,41 dan konsisten pada angka tersebut hingga tahun 2013. 
Secara parsial menurut provinsi, diketahui bahwa Provinsi Papua merupakan 
provinsi yang konsisten selama 5 tahun selalu memiliki tingkat ketimpangan 
pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata secara nasional.  
Menurut rata-rata masing-masing provinsi juga diketahui bahwa provinsi 
Gorontalo dan Papua merupakan provinsi dengan tingkat ketidakmerataan 
pendapatan terparah yang keduanya sebesar 0,42. Sedangkan 3 provinsi dengan 
cenderung lebih merata distribusi pendapatannya dibandingkan semua provinsi 
adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 0,3, Aceh dan Jambi sebesar 0,32. 
Berdasarkan ukuran perubahan Gini Ratio selama 5 tahun pada Tabel 4.3 
mengindikasikan bahwa hanya ada 3 provinsi yang menunjukkan perbaikan dalam 
hal kemerataan pendapatan yakni provinsi Maluku Utara, Kalimantan Timur dan 
Nusa Tenggara Timur jika ditinjau dari selisihnya yang bernilai negatif. Selain itu 
pada Gambar 4.3 lebih jelas lagi menginterpretasikan terdapat indikasi bahwa 
kebanyakan provinsi-provinsi Indonesia bergerak menuju ketidakmerataan 
distribusi pendapatan atau semakin timpang. Terbukti dari data perubahan gini 
ratio yang bernilai positif pada 30 provinsi Indonesia. Sehingga fluktuasi data 
mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan secara agregat porsi 









Gini Ratio Indonesia Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2009-2013 
 






Aceh 0.29 0.30 0.33 0.32 0.34 0.32 0.05 
Sumatera Utara 0.32 0.35 0.35 0.33 0.35 0.34 0.03 
Sumatera Barat 0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.34 0.06 
Riau 0.33 0.33 0.36 0.40 0.37 0.36 0.04 
Jambi 0.27 0.30 0.34 0.34 0.35 0.32 0.08 
Sumatera Selatan 0.31 0.34 0.34 0.40 0.38 0.35 0.07 
Bengkulu 0.30 0.37 0.36 0.35 0.39 0.35 0.09 
Lampung 0.35 0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 0.01 
Kep. Bangka Belitung 0.29 0.30 0.30 0.29 0.31 0.30 0.02 
Kepulauan Riau 0.29 0.29 0.32 0.35 0.36 0.32 0.07 
DKI Jakarta 0.36 0.36 0.44 0.42 0.43 0.40 0.07 
Jawa Barat 0.36 0.36 0.41 0.41 0.41 0.39 0.05 
Jawa Tengah 0.32 0.34 0.38 0.38 0.39 0.36 0.07 
DI Yogyakarta 0.38 0.41 0.40 0.43 0.44 0.41 0.06 
Jawa Timur 0.33 0.34 0.37 0.36 0.36 0.35 0.03 
Banten 0.37 0.42 0.40 0.39 0.40 0.40 0.03 
Bali 0.31 0.37 0.41 0.43 0.40 0.38 0.09 
Nusa Tenggara Barat 0.35 0.40 0.36 0.35 0.36 0.36 0.01 
Nusa Tenggara Timur 0.36 0.38 0.36 0.36 0.35 0.36 -0.01 
Kalimantan Barat 0.32 0.37 0.40 0.38 0.40 0.37 0.08 
Kalimantan Tengah 0.29 0.30 0.34 0.33 0.35 0.32 0.06 
Kalimantan Selatan 0.35 0.37 0.37 0.38 0.36 0.37 0.01 
Kalimantan Timur 0.38 0.37 0.38 0.36 0.37 0.37 -0.01 
Sulawesi Utara 0.31 0.37 0.39 0.43 0.42 0.38 0.11 
Sulawesi Tengah 0.34 0.37 0.38 0.40 0.41 0.38 0.07 
Sulawesi Selatan 0.39 0.40 0.41 0.41 0.43 0.41 0.04 
Sulawesi Tenggara 0.36 0.42 0.41 0.40 0.43 0.40 0.07 
Gorontalo 0.35 0.43 0.46 0.44 0.44 0.42 0.09 
Sulawesi Barat 0.30 0.36 0.34 0.31 0.35 0.33 0.05 
Maluku 0.31 0.33 0.41 0.38 0.37 0.36 0.06 
Maluku Utara 0.33 0.34 0.33 0.34 0.32 0.33 -0.01 
Papua Barat 0.35 0.38 0.40 0.43 0.43 0.40 0.08 
Papua 0.38 0.41 0.42 0.44 0.44 0.42 0.06 
INDONESIA 0.37 0.38 0.41 0.41 0.41 0.40 0.04 
Sumber: BPS Indonesia 2009-2013, diolah 
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4.1.4 Perkembangan Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2009-2013  
Analisis mengenai tingkat kepadatan penduduk tidak dapat dilepaskan 
dari sangkut-pautnya terhadap aktifitas ekonomi. Tinggi rendah kepadatan 
penduduk mengakibatkan perubahan seberapa banyak sumberdaya yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu semakin tinggi kepadatan 
penduduk maka ketersedian lahan untuk kegiatan ekonomi semakin berkurang. 
Dalam penelitian ini variabel kepadatan penduduk diukur berdasarkan seberapa 
banyak penduduk yang menghuni suatu wilayah untuk setiap 1 km2 luas wilayah. 
Tabel 4.4 menyajikan hasil perhitungan kepadatan menduduk Indonesia menurut 
provinsi pada tahun 2009 hingga 2013. 
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa  tingkat kepadatan 
penduduk Indonesia secara keseluruhan mengalami tren peningkatan tiap 
tahunnya dari 2009 hingga 2013. Pada tahun 2009 tingkat kepadatan Indonesia 
menunjukkan angka 124, ditahun berikutnya 2010 kepadatan pendudukan 
konstan pada tingkatan yang sama. Kemudian ditahun-tahun berikutnya terus 
mengalami peningkatan berturut dari 127 pada tahun 2011 menjadi 129 di tahun 
2012 dan meningkat lagi menjadi 130 pada tahun 2013. Angka 130 dapat diartikan 
bahwa 130 jiwa yang menghuni 1 km2 dari luas wilayah Indonesia secara 
keseluruhan. Kemudian berdasarkan nilai rata-rata kepadatan penduduk menurut 
provinsi diketahui bahwa provinsi-provinsi dipulau Jawa yang mempunyai 
kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, 6 provinsi terpadat Indonesia secara 
berurut di wakili oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur sebesar masing-masing 13729 jiwa/ km2, 1228 jiwa/ km2, 
1166 jiwa/ km2, 1125 jiwa/ km2, 988 jiwa/ km2 dan 794 jiwa/ km2. Sedangkan 
provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah se-Indonesia adalah Papua 
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Barat sebesar 7 jiwa/ km2 dan Papua sebesar 9 jiwa/ km2. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa hanya ada 7 orang yang menghuni setiap 1  km2 luas wilayah di 
Papua Barat dan hanya 9 orang di provinsi Papua 
Tabel 4.4 
Tingkat Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009-2013 
 





Aceh 77 78 81 82 83 80 7.79 
Sumatera Utara 182 179 181 184 186 182 2.20 
Sumatera Barat 114 116 117 118 121 117 6.14 
Riau 60 64 61 62 69 63 15.00 
Jambi 62 62 59 60 66 62 6.45 
Sumatera Selatan 120 82 89 90 85 93 -29.17 
Bengkulu 84 86 89 90 91 88 8.33 
Lampung 199 220 219 221 229 218 15.08 
Kep. Bangka Belitung 69 75 77 78 80 76 15.94 
Kepulauan Riau 187 206 216 223 227 212 21.39 
DKI Jakarta 12459 14518 13179 13473 15015 13729 20.52 
Jawa Barat 1124 1222 1247 1267 1282 1228 14.06 
Jawa Tengah 1002 989 963 971 1014 988 1.20 
DI Yogyakarta 1118 1107 1120 1134 1147 1125 2.59 
Jawa Timur 798 786 790 795 803 794 0.63 
Banten 1085 1106 1213 1242 1185 1166 9.22 
Bali 652 676 712 721 702 692 7.67 
Nusa Tenggara Barat 225 243 230 233 254 237 12.89 
Nusa Tenggara Timur 100 97 100 102 102 100 2.00 
Kalimantan Barat 36 30 39 40 32 35 -11.11 
Kalimantan Tengah 14 14 15 15 16 15 14.29 
Kalimantan Selatan 90 94 101 103 99 97 10.00 
Kalimantan Timur 16 17 19 19 19 18 18.75 
Sulawesi Utara 160 164 166 168 170 165 6.25 
Sulawesi Tengah 36 43 40 40 45 41 25.00 
Sulawesi Selatan 171 173 177 179 179 176 4.68 
Sulawesi Tenggara 58 59 62 64 63 61 8.62 
Gorontalo 81 93 89 90 98 90 20.99 
Sulawesi Barat 63 69 71 72 74 70 17.46 
Maluku 29 33 32 32 35 32 20.69 
Maluku Utara 25 33 25 25 35 29 40.00 
Papua Barat 6 8 7 7 9 7 50.00 
Papua 7 9 9 10 10 9 42.86 
INDONESIA 124 124 127 129 130 127 4.84 




Perubahan Tingkat Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 
Tahun 2009-2013 
 
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, Sensus Penduduk 2010, BPS Indonesia 2009-
2013, diolah 
 
Analisis perkembangan lebih lanjut dengan memperhatikan seberapa 
besar perubahan tingkat kepadatan penduduk Indonesia. Berdasarkan Tabel 4.4, 
Indonesia menjadi semakin padat penduduknya dengan perubahan tingkat 
sebesar 4,84 persen dari tahun 2009 ke 2013. Selain itu jika melihat nilai positif 
perubahan menurut provinsi, dapat disimpulkan bahwa di 31 provinsi Indonesia 
bergerak menuju tingkatan yang semakin padat kecuali provinsi Sumatera Selatan 
sebesar -29,17 persen dan Kalimantan Barat sebesar -11,11 persen yang secara 
agregat mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun. Meskipun provinsi 
Papua dan Papua Barat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah se-
Indonesia, namun berdasarkan angka perubahan diketahui bahwa provinsi 































































































































































































































































4.2 Hasil Analisis 
Penelitian ini menggunakan analisis data panel (panel pooled data) yang 
merupakan gabungan data cross section dan time series. Dengan kata lain, data 
panel merupakan data dari beberapa individu yakni provinsi Indonesia yang 
diamati dalam kurun waktu 2009-2013 untuk memperoleh informasi tentang 
pengaruh variabel-variabel tingkat pengangguran (X1), ketimpangan pendapatan 
(X2) dan kepadatan penduduk (X3) terhadap kejahatan properti (Y). Metode 
estimasi awal yang digunakan adalah Ordinar Least Square (OLS) dengan 
pendekatan fixed effect model yang sebelumnya telah ditentukan berdasarkan 
pengujian penentuan metode estimasi Chow Test dan Hausman Test pada 
Lampiran 2a. Untuk memperoleh hasil estimasi sebagaimana yang diharapkan, 
pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Eviews 8.0 dan IBM 
SPSS Statistics 20.0. 
 
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 
a) Uji Multikolinearitas 
Multikolinier ialah kondisi dimana adanya hubungan antara variabel-
variabel bebas. Jika multikolinier itu sempurna maka setiap koefisien regresi dari 
variabel- variabel bebasnya tidak dapat menentukan dan standar errornya tidak 
terbatas. Jika multikolinier kurang dari sempurna maka koefisien regresi walaupun 
bisa menentukan, tetapi memiliki standar error yang besar (dalam hubungan 
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dengan koefisien mereka itu sendiri), yang berarti koefisien-koefisiennya tidak bisa 
diestimasi dengan akurasi yang tepat.  
Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinear dalam model ialah 
dengan melihat adanya R2 yang lebih tinggi dalam model tetapi tingkat signifikasi 
t-statistiknya sangan kecil dari hasil regresi tersebut dan cenderung banyak yang 
tidak signifikan. Selain itu untuk menguji multikolinear, bisa dilihat matrik 
korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas berkorelasi lebih besar dari 80  
persen maka termasuk yang memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi 
multikolinearitas (Gujarati: 2003). Output pengujian multikolinearitas pada model 
diperlihatkan pada Tabel 4.5. 
Dari matriks korelasi pada Tabel 4.5 terlihat bahwa hubungan antara 
variabel independennya semuanya di bawah 80 persen sehingga bisa disimpulkan 
bahwa tidak terdapat masalah multikolinear di dalam model. 
Tabel 4.5 
Output Pengujian Multikoliearitas 
 
 
 DENSITY INEQUALITY UNEMPLOYMENT 
    
    DENSITY  1.000000  0.214939  0.353002 
INEQUALITY  0.214939  1.000000 -0.045568 
UNEMPLOYMENT  0.353002 -0.045568  1.000000 
 
Sumber: Data sekunder (lampiran 1b) yang diolah dari Eviews 8.0  
 
b) Uji Autokorelasi 
Autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series. Konsekuensi dari 
adanya autokorelasi pada model ialah bahwa penaksir tidak efisien dan uji t serta 
uji F yang biasa tidak valid walaupun hasil estimasi tidak bias (Gujarati: 2003). 
Pengujian yang bisa digunakan untuk meneliti kemungkinan terjadinya 
autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (D-W). Metode Durbin-Watson ini 
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mengasumsikan adanya first order autoregressive AR(1) dalam model. Kriteria 
pengujian Autokorelasi di tunjukkan oleh Tabel 4.6. 
Tabel 4.6  
Kriteria Pengujian Autokorelasi 
 
Null Hipotesis Hasil Estimasi Kesimpulan 
Ho 0 < dw < dL Tolak 
Ho dL ≤ dw ≤ dU Tidak ada Kesimpulan 
H1 4 − dl < dw < 4 Tolak 
H1 4 − dU ≤ dw ≤ 4 − dL Tidak ada kesimpulan 
Tidak ada otokorelasi, 
baik positif maupun negatif 
dU < dw < 4 - dU Diterima 
Sumber: Basic Econometrics, Damodar Gujarati(2003) 
 
Hipotesa dari uji tersebut ialah : 
1. Ho : ρ = 0 
H1 : ρ > 0 
 
Artinya jika d > dU, Ho ditolak pada tingkat α sehingga 
secara statistik terdapat autokorelasi yang signifikan.  
2. Ho : ρ = 0 
H1 : ρ < 0 
 
Artinya jika (4-d) < dU, Ho ditolak pada tingkat α, sehingga 
secara statistik mengandung autokorelasi negatif yang 
signifikan. 
3. Ho : ρ = 0 
H1 : ρ ≠ 0 
 
Artinya jika d < dU atau (4-d) < dU, Ho ditolak pada tingkat 
2α, sehingga secara statistic terlihat bahwa adanya 
autokorelasi baik positif maupun negatif yang signifikan. 
Dari hasil estimasi yang telah diperoleh dengan menggunakan software 





Tabel 4.7  
Output Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson 
 
     
     R-squared 0.942751    Mean dependent var 0.169365 
Adjusted R-squared 0.927138    S.D. dependent var 0.105901 
S.E. of regression 0.034816    Sum squared resid 0.146670 
F-statistic 60.38123    Durbin-Watson stat 1.992719 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     









0 dL=1,69 dU =1,77 4- dU =2,23 4- dL =2,31  
Sumber: Data sekunder (lampiran 1b) yang diolah dari Eviews 8.0 
 
Pengujian berdasarkan Tabel 4.7 diatas didahului dengan mencari titik 
signifikansi dari dL  dan dU pada  pada tingkat signifikansi 0,05 dengan n=155 dan 
k’(jumlah variabel independen)=4. Nilai tabel  dL =1,69 dan dU=1,77 sehingga 
diperoleh. Karena 1,9927 berada di daerah yang tidak mengandung autokorelasi 
maka bisa disimpulkan bahwa di dalam model, tidak terdapat autokorelasi. 
c) Uji Heteroskedastisitas 
Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linear adalah 
homokedastisitas diartikan sebagai distribusi dari variabel gangguan ui, adalah 
suatu nilai konstan yang sama σ2 untuk setiap nilai dari variabel penjelasnya, misal 
: Xi. 
E(ui2 ) = σ2   i = 1,2,3,…,N 
Jika variansnya tidak sama, maka dalam model tersebut terdapat situasi 
heterokedastisitas, di mana : 
E(ui2 ) = σi2   i = 1,2,3,…,N 
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Terdapat beberapa metode untuk mengidentifikasi adanya 
heteroskedastisitas, antara lain: metode grafik, metode Park, metode rank 
Spearman, metode Lagrangian Multiflier dan white heteroscedasticity test. 
Penelitian ini akan menggunakan pengujian metode Park dan metode 
grafik. Berikut ini hasil pengujian model dengan menggunakan software SPSS 
20.0 pada yakni sebagai berikut. Untuk metode Park diperoleh output pada Tabel 
4.8. Jika nilai t hitung (mutlak) < t tabel (alpha; n-2), maka keputusan adalah 
menerima hipotesis nol yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, dan 
sebaliknya. Selain itu dapat juga dengan memperhatikan tingkat signifikan yakni 
apabila probabilita signifikan lebih dari alpha (0,05) maka hipotesis nol diterima, 
dan sebaliknya. Diketahui nilai t tabel (alpha;N-2) adalah 1,97559. Berdasarkan 
tabel, nilai t hitung variabel X2 dan X3 bernilai kurang dari 1,97559 maka hipotesis 
nol diterima. Namun, varibel bebas X1 menolak hipotesis nol. Menurut nilai Sig. 
juga sejalan dimana hanya variabel X2 dan X3 yang nilai Sig. lebih dari Alpha 0,05. 
Sehingga disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. 
Tabel 4.8 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
 
x1 111,786 50,649 ,190 2,207 ,029 
x2 -411,684 3148,330 -,011 -,131 ,896 
x3 -12,218 18,524 -,056 -,660 ,511 
a. Dependent Variable: RESsquare 
Sumber: Data sekunder (lampiran 1b) yang diolah dari SPSS 20.0 
Sejalan dengan hasil uji heteroskedastisitas metode grafik (lampiran 2b) 
menunjukkan bahwa data tidak menyebar secara acak (random). Hal ini 
mengindikasikan terjadinya masalah heteroskedastisitas 
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Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya terdeteksi masalah 
heteroskedastisitas tanpa gejala autokorelasi. Estimator OLS tidak bersifat BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator), tetapi hanya LUE. Dengan demikian, nilai 
standard error dari koefisien hasil estimasi yang dihasilkan dengan metode OLS 
pendekatan fixed effect model tidak akurat. Untuk menyelesaikan masalah 
heteroskedastisidas demikian, treatment yang digunakan mengganti metode 
estimasi menjadi metode Weighted Least Square (WLS). Sehingga metode 
etimasi terbaik diperoleh Fixed Effect Model disertai Cross-section weights. 
 
4.2.2 Analisis Ekonomi Faktor Penentu Kejahatan Properti di Indonesia 
Hasil regresi model pengaruh variabel tingkat pengangguran (X1), 
ketimpangan pendapatan (X2) dan kepadatan penduduk (X3) terhadap kejahatan 
properti (Y) diperoleh R-Square sebesar 0,94 pada Tabel 4.10. Hal ini berarti 
variasi dari variabel independen tingkat pengangguran (X1), ketimpangan 
pendapatan (X2) dan kepadatan penduduk (X3) dapat menjelaskan variasi variabel 
kejahatan properti (Y) di Indonesia sebesar 94 persen. Adapun sisa variasi 
merupakan variasi variabel lain diluar model sebesar 6 persen. 
Pengujian validitas model yakni pengaruh semua variabel independen 
didalam model dapat diperoleh dari uji F-statistic koefisien regresi variabel 
independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 
pengamatan data pada Tabel 4.10 diketahui bahwa dengan probabilitas F statistik 
sebesar 0,00 menggunakan taraf keyakinan 95 persen (alpha= 0,05). Dapat 
diartikan bahwa secara bersama-sama variabel tingkat pengangguran (X1), 
ketimpangan pendapatan (X2), dan kepadatan penduduk (X3) memiliki pengaruh 
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nyata atau signifikan mempengaruhi kejahatan properti (Y) pada tingkat 
kepercayaan taraf keyakinan 95 persen (alpha= 0,05). 
Gambar 4.6 
Kerangka Konseptual dengan Hasil Estimasi 
 
Catatan :  
* : Signifikan ditingkat 5 persen 
Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8 (lampiran 2c) 
 
Berdasarkan uji signifikansi individu (Uji t), pengamatan estimasi pada 
lampiran 2c diperoleh hasil bahwa konstanta atau intersep bernilai 0.107799 
(positif). Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kejahatan properti akan meningkat 
meskipun variabel tingkat pengangguran(X1), ketimpangan pendapatan(X2) dan 
kepadatan penduduk(X3) dalam keadaan tetap. 
Uji signifikansi individu variabel tingkat pengangguran(X1) pada Tabel 4.9 
menunjukkan nilai probabilitas (0,0211) kurang dari tingkat signifikansi 5 persen, 
(0,05). Koefisien regresi tingkat pengangguran menunjukkan angka -0,001 artinya 
setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen mengakibatkan 
penurunan kejahatan properti sebesar 0,001 persen. Dengan demikian tingkat 
pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di 







Pengaruh Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan 
Kepadatan Penduduk terhadap Kejahatan Properti 




Koefisien t-Statistic Prob. Pengaruh 
Tingkat 








Penduduk -4.55E-05 -2,485673 0,0143 
Negatif dan 
signifikan 
Total Observasi   : 155 
R-squared            : 0,942751 
Adj. R-squared    : 0,927138 
F-statistic                : 60,38123  
Prob. (F-statistic)   : 0,000000 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8 (lampiran 2c) 
 
Kemudian untuk variabel ketimpangan pendapatan(X2) nilai 
probabilitasnya (0,043) kurang dari tingkat signifikansi 5 persen, (0,05). Koefisien 
regresi X2 menunjukkan angka 0,08 artinya setiap kenaikan ketimpangan 
pendapatan sebesar 1 persen mengakibatkan peningkatan kejahatan properti 
sebesar 0,08 persen. Maka ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia periode 2009-2013. 
Uji signifikansi individu variabel kepadatan penduduk(X3) pada Tabel 4.10 
menunjukkan nilai probabilitas (0,01) kurang dari tingkat signifikansi 5 persen, 
(0,05). Koefisien regresi tingkat pengangguran menunjukkan angka -4,55 artinya 
setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen mengakibatkan 
penurunan kejahatan properti sebesar 4,55 persen. Dengan demikian kepadatan 
penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di 




4.3 Pembahasan Hasil Analisis 
4.3.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kejahatan Properti di 
Indonesia 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat 
pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan 
properti. Maksud dari pengaruh negatif ini adalah terdapat indikasi hubungan kuat 
antara tingkat pengangguran terbuka dan kejahatan properti. Jika tingkat 
pengangguran terbuka meningkat maka akan berpengaruh pada penurunan 
kejahatan properti. Sebaliknya, kejahatan properti akan mengalami peningkatan 
apabila tingkat pengangguran terbuka menurun. 
Penelitian ini didasari oleh persepsi populer perdebatan ambiguitas 
pengaruh pengangguran terhadap kejahatan properti yakni terdapat 
kecendurungan ketiadaan pekerjaan dapat mengakibatkan tindak kejahatan. 
Berdasarkan teori, orang yang menganggur mengalami pengurangan atau 
kehilangan pendapatan sehingga akan menyebabkan ekspektasi utilitas tindak 
kejahatan lebih besar dari untilitas pandapatan legalnya. Biaya pemenjaraan 
berupa opportunity cost pendapatan legal yang hilang juga sangat kecil bagi 
seorang pengangguran. Hal ini menimbulkan insentif bagi orang tersebut untuk 
melakukan tindak kejahatan.  
Hubungan positif variabel makroekonomi pengangguran dan kejahatan 
properti sebelumnya telah dibuktikan oleh fakta empiris penelitian yang diadakan 
oleh Freeman (1995), Gould, Weinberg dan Mustard (199&), Machin dan Meghi 
(2000), Donohue dan Levitt (2001), Raphael dan Winter-Ebmer (2001). Hampir 
semua menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
tingkat pengangguran dengan tingkat kejahatan properti. Peningkatan 
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pengangguran sebesar 1 persen diperkirakan meningkatkan kejahatan properti 
sebesar satu persen. Sedangkan untuk studi kasus 30 daerah di pulau Jawa pada 
tahun 2007, juga sejalan dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian 
menggunakan model logit yang dilakukan oleh Hakim (2009) membuktikan bahwa 
kecenderungan  suatu daerah memiliki tingkat kejahatan sedang atau tinggi 
(daripada rendah) akan naik sebesar 2,71 kali, setiap daerah mengalami 
peningkatan 1 persen pengangguran. Sementara untuk dummy daerah dengan 
tingkat kejahatan rendah tidak berlaku. Selain itu menurut pakar kriminologi UI, 
profil pelaku kejahatan akibat pengguran pada umumnya berbeda dengan residivis 
yang lebih memilih daerah lain (bukan daerah asal) untuk melakukan tindak 
kejahatan. Pelaku kejahatan pengangguran yang terdesak harus memenuhi 
tingkat konsumsi tertentu meski tidak memiliki penghasilan lebih memilih 
melakukan kejahatan didaerah-daerah dekat tempat tinggal yang umumnya 
dikenali oleh pelaku kejahatan. 
Berdasarkan hasil estimasi sebelumnya, hubungan negatif 
pengangguran dinyatakan bertentangan dengan hipotesis yang ditetapkan dan 
menolak persepsi populer yang berkembang mengenai hubungan positif antara 
pengangguran dan kejahatan properti. Secara parsial juga terbukti terdapat 
hubungan negatif pengaruh  pengangguran terhadap kejahatan properti. Ketika 
tingkat pengangguran terbuka provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan tren 
penurunan sebesar -1,92 persen dari 8,45 persen pada tahun 2009 menjadi 7 
pada tahun 2013 pada saat yang sama di Polda Sumatera Utara menunjukkan 
tren peningkatan kejahatan properti yang signifikan sebesar dalam kurun waktu 5 
tahun yakni sebesar 0,081 persen dari 0,088 pada tahun 2009 menjadi 0,134 
persen pada tahun 2013. Hal demikian juga berlaku di 18 provinsi lainnya. 
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Sehingga secara parsial, hubungan negatif antara pengangguran dan kejahatan 
properti lebih mendominasi provinsi di Indonesia. 
Namun demikian, tidak dinyakan berlawanan dengan hubungan teoritis 
mengingat bahwa variabel pengangguran sangat erat kaitannya dengan 
penawaran pendapatan dari harta rampasan. Sementara kenaikan pendapatan 
mempengaruhi tingkat kejahatan dari dua arah. Penelitian Doyle, Ahmed dan 
Horne (1999) secara konsisten menunjukkan hasil positif dan negatif. Apabila 
menggunakan variabel “real income” hasil penelitiannya  menyatakan kenaikan 
tingkat pendapatan masyarakat positif berpengarung melalui ekspektasi harta 
rampasan pelaku kejahatan. Namun apabila menggunakan variabel “upah” maka 
kenaikan pendapatan dapat berpengaruh negatif karena dapat menurunkan 
ekspektasi utilitas kejahatan secara relatif dan meningkatkan opportunity cost 
calon pelaku kejahatan. Sehingga seorang pengangguran yang merupakan pelaku 
kejahatan potensial lebih memilih mencari pekerjaan sektor legal dengan 
ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 
Hardianto (2009) bahwa untuk contoh kasus Indonesia terdapat hubungan negatif 
yang signifikan upah minimum regional di 26 provinsi terhadap tingkat kriminalitas 
total maupun kejahatan properti pada tahun 1997. Secara garis besar hubungan 
pengangguran bergantung pada net effect antara motif insentif pelaku kejahatan 
dan peluang mendapatkan korban potensial. Hubungan tersebut ditentukan oleh  
net effect antara Supply of Potential Offender dan Supply of Suitable Victim (Britt, 
1994). 
Dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi penelitian menyatakan net effect 
dari Supply of Suitable Victim lebih kuat dibandingkan Supply of Potential 
Offender. Berdasarkan perspektif peluang memperoleh korban potensial maka 
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pengangguran terbukti memiliki hubungan negatif terhadap kejahatan properti. Di 
Indonesia terdapat kecenderung pengangguran dipandang sebagai korban yang 
tidak menjanjikan dibandingkan seorang pelaku kejahatan properti. Selanjutnya 
peningkatan jumlah pengangguran juga mengindikasikan sinyal penurunan 
ekonomi. Kegiatan produsen dan konsumen juga cenderung melambat baik untuk 
orang yang bekerja dan tidak bekerja. Penurunan akumulasi kekayaan tersebut 
akan menurunkan probabilitas pelaku mendapatkan target dengan harta 
rampasan yang tinggi, sehingga menurunkan tingkat kejahatan properti. Hal ini 
sejalan dengan temuan Henri (2014) pada studi kasus 33 provinsi Indonesia tahun 
2007-2011 hasil riset menyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara tingkat pengangguran dan kejahatan properti. 
Argumen lain yang menjelaskan hasil estimasi adalah selama masa 
menganggur maka akan lebih banyak orang tinggal di rumah mereka, individu 
memungkinkan mendapatkan waktu senggang lebih banyak untuk melakukan 
proteksi terhadap properti sehingga mengurangi risiko menjadi korban kejahatan. 
Dibuktikan oleh riset Allen (1996) bahwa terdapat hubungan negatif signifikan 
antara pengangguran dengan kejahatan perampokan dan pembobolan rumah. 
Anggota keluarga yang menganggur berada di rumah sehingga meningkatkan 
penjagaan harta benda dirumah dan mengurangi tingkat kejahatan properti 
dengan sasaran rumah.  
Berdasarkan paparan diatas diketahui bahwa seorang pengangguran 
tidak berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Terlebih lagi berdasarkan karakteristik 
pengangguran Indonesia didominasi oleh pengangguran terdidik (lihat lampiran 
1c). Sementara menurut penelitian Ehrlich (1973) dalam Oliver (2002) pendidikan 
membantu untuk menentukan manfaat yang akan diharapkan baik dari kegiatan 
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legal maupun illegal. Sejauh ini bahwa pendidikan terbukti membuat individu lebih 
menghindari resiko, hal ini akan cenderung untuk mencegah kejahatan. Oleh 
karena seorang pengangguran di Indonesia cenderung lebih memilih menunggu 
dan mencari kerja dibandingkan terlibat menjadi pelaku kejahatan properti. 
Namun jika dilihat dari perspektif berbeda, maka orang yang lebih 
berpotensi menjadi pelaku kejahatan adalah selain seorang pengangguran dalam 
hal ini adalah orang yang bekerja atau orang yang termasuk bukan angkatan kerja. 
Hal demikian dapat dikaitkan dengan fenomena praktik pemburu rente (rent 
seeking). Pemburu rente (rent-seeking) didefinisikan sebagai perilaku pengusaha 
yang memperoleh keuntungan dengan sama sekali tidak berkontribusi bagi 
peningkatan produktifitas perekonomian tetapi malah menimbulkan tambahan 
kerugian pada masyarakat. Di Indonesia, perilaku ini dikenal sebagai penyumbang 
terbaik bagi apa yang disebut high-cost economy. Pengaruh rent seeking terhadap 
perekonomian timbul sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok, ataupun 
organisasi tertentu, terutama birokrasi, yang mengambil keuntungan materi 
sebesar-besarnya dari menjual kewenangan dan praktek manipulasi untuk 
mendukung pihak lain mengekploitasi sumber-sumber ekonomi. Praktek kolutif 
tersebut pada akhirnya menyuburkan korupsi di Indonesia. Bahkan berdasarkan 
Corruption Perceptions Index 2015 yang menilai tingkat korupsi sektor publik 
dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (bebas korup), Indonesia hanya 
mandapat skor 36. Dampak lebih jauh yang muncul adalah kondisi shadow state.  
Konsep shadow state antara lain bercirikan suatu sistem pemerintahan 
yang dikendalikan oleh aparatur negara yang bertindak berdasarkan kepentingan 
kaum swasta ataupun aktor-aktor eksternal lainnya di luar institusi negara. Aktor-
aktor tersebut dapat merupakan penyedia jasa dan barang kepada pemerintah, 
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dimana terdapat kewajiban pemerintah membeli kepada mereka tanpa harus 
melalui prosedur pembelian yang legal misalnya, mekanisme pengadaan barang 
dan jasa atau lelang. Shadow state digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis, 
senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. 
Kerjasama diantara mereka akan menimbulkan gejala monopoli di dalam 
penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi 
ketidakpastian. Warga negara hidup di dalam shadow state ditandai dengan 
lebarnya jurang kemiskinan sebagai akibat tidak adanya aturan tegas memberikan 
akses kesejahteraan bagi kaum kurang beruntung. Oleh karena itu, diperlukan 
tindakan pencegahan terhadap pengaruh lebih lanjut dari praktik rent seeking. 
Selain mempertegas kekuatan hukum serta konsistensi dan kejelasan peraturan-
peraturan. Pemerintah sebaiknya memperkuat keterbukaan dan demokrasi, 
terutama dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan 
keputusan publik.   
 
4.3.2 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kejahatan Properti di 
Indonesia 
Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa ketimpangan 
pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti. Dapat 
dikatakan bahwa terdapat indikasi hubungan kuat antara tingkat ketimpangan 
pendapatan dan kejahatan properti. Koefisien regresi yang bernilai positif 
mengindikasikan jika ketimpangan distribusi pendapatan meningkat  maka tingkat 
kejahatan properti akan meningkat pula. Begitupula sebaliknya apabila terjadi 
penurunan tingkat ketimpangan pendapatan, maka tingkat kejahatan properti akan 
menurun juga.  
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Secara parsial hubungan positif pengaruh ketimpangan pendapatan 
terhadap kejahatan properti juga terbukti. Ketika ketimpangan pendapatan provinsi 
Gorontalo yang menunjukkan tren peningkatan signifikan sebesar 0,09 persen dari 
0,35 persen pada tahun 2009 menjadi 0,42 persen pada tahun 2013 pada saat 
yang sama di Polda Gorontalo juga menunjukkan tren peningkatan kejahatan 
properti yang sebesar dalam kurun waktu 5 tahun yakni sebesar 0,052 persen dari 
0,107 persen pada tahun 2009 menjadi 0,159 persen pada 2013. Sebaliknya 
provinsi Maluku Utara yang paling signifikan mengalami perbaikan dalam hal 
ketimpangan dengan tren penurunan gini ratio, juga menunjukkan perbaikan 
dalam menekan tingkat kejahatan properti. Hubungan demikian juga berlaku di 19 
provinsi lainnya. Sehingga secara parsial, hubungan positif antara ketimpangan 
pendapatan dan kejahatan properti lebih mendominasi provinsi di Indonesia. 
Hasil estimasi penelitian ini dinyatakan sejalan dengan teori. Dapat 
diartikan bahwa teori rational choise of crime  Backer (1968) yang mendasari riset 
ini terbukti dapat menggambarkan hubungan positif ketimpangan pendapatan dan 
kejahatan properti di 33 provinsi Indonesia pada periode 2009-2013. Faktor 
kesenjangan distribusi pendapatan menempatkan orang yang mendapatkan upah 
rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi 
pada lokasi yang sama. Kondisi kesenjangan pendapatan dalam suatu kawasan 
akan cenderung mendorong keputusan melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan 
pelaku berhadapan langsung dengan korban potensial yang menyediakan 
ekspektasi perolehan harta rampasan yang lebih tinggi. 
Hasil penelitian ini juga didukung oleh bukti empiris riset sebelumnya 
untuk lokasi yang sama namun pada periode yang berbeda. Riset Hendri (2014) 
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan pengaruh 
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ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini terhadap 
kejahatan properti di Indonesia pada periode 2007-2011 dengan cross section 33 
provinsi. Jadi hubungan positif tersebut terbukti konsisten pada 2 periode. 
Meskipun demikian, kurva relasi positif antara indeks gini dengan kejahatan 
properti tidak signifikan dalam model linier tetapi kurva kuadratik (U-invers) 
berbentuk pelana kuda. Sampai pada range tertentu pengaruh gini adalah positif, 
setelah melewati range indeks gini  justru berpengaruh negatif terhadap kejahatan. 
Riset lebih lanjut menunjukkan mengindikasikan bahwa orang kaya 
memiliki banyak investasi pribadi untuk mencegah kejahatan. Hal ini diperkuat oleh 
tidak signifikannya hubungan antara crime dengan PDRB perkapita. Kombinasi 
PDRB kapita yang besar dengan gini yang juga membesar, menyiratkan bahwa 
kekayaan semakin di tangan orang kaya. 
Kondisi yang mengindikasikan bahwa disetiap wilayah Indonesia 
bergerak menuju semakin timpang dalam hal distribusi pendapatan harus menjadi 
perhatian utama sebagi upaya penanggulangan tindak kejahatan properti. 
Berdasarkan uraian tersebut pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan yang 
lebih efektif mengatasi ketimpangan pendapatan. Pertama, pemerintah 
diharapkan menerapkan kebijakan yang secara khusus mengoreksi berbagai 
macam distorsi atau gangguan atas harga relatif dari masing-masing faktor 
produksi demi lebih terjaminnya pembentukan harga-harga pasar yang 
selanjutnya akan mampu memberikan sinyal-sinyal dan insentif yang tepat (sesuai 
dengan kepentingan sosial), bukan hanya kepada para konsumen, akan tetapi 
juga kepada para produsen dan pemasok sumber daya. Harga pasar yang bebas 
distorsi dapat membantu tercipta proses produksi yang lebih efisien, penyerapan 
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tenaga kerja dan sumber daya lebih optimal, pengentasan kemelaratan, 
peningkatan upaya penelitian dan pengembangan teknologi yang efisien. 
Kedua, diharapkan adanya kebijakan untuk melaksanakan perubahan 
struktural terhadap distribusi pendapatan, distribusi aset, kekuasaan dan 
kesempatan memperoleh pendidikan serta penghasilan yang lebih merata. 
Kebijakan ini tidak terbatas pada lingkup bidang ekonomi, namun mejangkau 
aspek sosial, kelembagaan, budaya dan politik. Tanpa adanya perubahan 
struktural yang radikal dan redistribusi kekayaan besar-besaran (misalnnya, 
pengambil alihan kendali pengelolaan ekonomi dan pendapatan oleh pemerintah), 
maka kesempatan  untuk memperbaiki taraf hidup tidak memungkinkan. 
Ketiga, diharapkan adanya serangkaian kebijakan memodifikasi ukuran 
distribusi pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi melalui pajak 
progresif atas pendapatan dan kekayaan mereka yang selanjutnya dananya 
diperuntukkan bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah, baik secara 
langsung melalui penyediaan berbagai macam bantuan kesejahteraan dan 
tunjangan langsung (transfer payments) maupun melalui upaya penyediaan 
barang konsumsi dan peningkatan jasa-jasa pelayanan yang dibiayai oleh 
pemerintah. Secara politis, ini juga berfungsi mendukung stabilitas dengan 
meredakan rasa frustasi dan kekecewaan golongan yang merasa diabaikan atau 
disisihkan dari hingar-bingar proses pembangunan. 
 
4.3.3 Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kejahatan Properti di 
Indonesia 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa kepadatan 
penduduk perpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti. 
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Peningkatan kepadatan penduduk akan berakibat pada penurunan tingkat 
kejahatan properti. Sebaliknya jika kepadatan penduduk menunjukkan penurunan 
maka berpengaruh pada peningkatan tingkat kejahatan properti. Secara parsial 
juga dapat diketahui dengan membandingkan perubahan di provinsi masing-
masing.  
Kepadatan penduduk provinsi Maluku Utara yang menunjukkan tren 
peningkatan signifikan dibandingkan provinsi lain sebesar 40 persen dari 25 jiwa 
pada tahun 2009 menjadi 29 jiwa pada tahun 2013 pada saat yang sama di Polda 
Maluku Utara justru menunjukkan tren penurunan kejahatan properti dalam kurun 
waktu 5 tahun yakni sebesar -0,004 persen dari 0,021 persen pada tahun 2009 
menjadi 0,014 persen pada 2013. Sebaliknya provinsi Sumatera Selatan yang 
paling signifikan mengalami penurunan kepadatan penduduk, justru menunjukkan 
perbaikan dalam menekan tingkat kejahatan properti. Hubungan demikian juga 
berlaku di 10 provinsi lainnya.  
Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya 
yang menyatakan jika kepadatan penduduk meningkat maka akan meningkatkan 
kejahatan properti. Hubungan positif antara tingkat kepadatan penduduk dengan 
tingkat kejahatan didasarkan atas teori Rational Choise Becker tentang yang 
menyatakan bahwa kejahatan lebih banyak terjadi di daerah dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dikarenakan insentif return hasil 
kejahatan yang lebih besar dengan biaya tertangkap yang lebih kecil. Return aksi 
kejahatan yang lebih besar tersebut disebabkan lebih banyaknya harta rampasan 
yang tersedia sementara biaya tertangkap yang lebih kecil disebabkan lebih 
padatnya penduduk sehingga memudahkan pelarian. Riset Becsi (1999) telah 
membuktikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepadatan 
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penduduk dan kejahatan di semua kategori kecuali jenis kejahatan pembunuhan 
yang justru berkorelasi negatif. Meskipun hipotesis bertentangan dengan hasil riset 
ini, tidak serta merta menyatakan bahwa bertentangan dan menolak teori 
sepenuhnya.  
Fenomena ini mampu dijelaskan oleh pengaruh formal dan informal 
kepadatan penduduk, secara formal ditinjau dari teori biaya optimal kejahatan 
yang kembangkan Ehrich (1996) yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah 
akan terus bertambah hingga tambahan biaya pencegahan kriminal (marginal 
prevention cost) sampai ketitik yang setara dengan tambahan biaya penderitaan 
korban (marginal victim cost). Dengan kata lain semakin tinggi kepadatan 
penduduk maka semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap efektifitas lembaga 
keamanan pemerintah dalam hal ini kepolisian serta akan proteksi terhadap 
kejahatan properti.  
Secara informal atau natural, peningkatan populasi sementara luas 
wilayah konstan mengakibatkan lebih banyak orang yang menghuni suatu wilayah. 
Sehingga menurut Harries (2006) kepadatan penduduk akan meningkatkan 
pengawasan alamiah (natural surveillance) suatu wilayah. Lebih banyak saksi 
mata yang memperhatikan potensi kejahatan per satuan wilayah dan 
memungkinkan jumlah kasus kejahatan properti yang tidak dilaporkan juga 
berkurang. Hal tersebut akan membatasi ruang gerak seorang pelaku buroan, dan 
meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku kemudian pada akhirnya akan 
mengurangi probabilitas terjadinya suatu tindak kejahatan properti. 
Implikasi dari kondisi demikian, diharapkan aparat hukum dan keamanan 
serta lembaga swadaya masyarakat setempat, agar intensif dalam melakukan 
upaya-upaya koordinasi sebagai langkah penganggulangan tindak kejahatan 
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terutama kejahatan properti, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan properti 







Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut: 
1. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan mengurangi tingkat 
kejahatan properti, karena net effect pengengguran sebagai korban lebih 
kuat dibandingkan posisi seorang pengangguran sebagai pelaku kejahatan. 
Sehingga seorang pengangguran tidak berpotensi menjadi pelaku 
kejahatan properti. Dari perspektif berbeda, justru terdapat indikasi kuat 
bahwa seorang yang selain pengangguran (bekerja atau bukan angkatan 
kerja) lebih berpotensi menjadi pelaku kejahatan akibat kemudahan akses 
terhadap potensi harta jarahan. Hal ini juga membuktikan fenomena praktik 
pemburu rente (rent seeking) dan penjarahan uang negara merupakan fakta 
empiris. 
2. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan faktor penentu utama yang 
dapat memicu peningkatan kejahatan properti di Indonesia. Mengingat 
pelaku potensial diperhadapkan langsung pada ekspektasi harta jarahan 
yang tinggi dalam kesatuan wilayah. Sehingga penyelesaian permasalahan 
ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah dan mendominasi 
di wilayah Indonesia harus menjadi prioritas utama sebagai upaya 
mengurangi tindak kejahatan properti secara signifikan. 
3. Kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kejahatan properti di Indonesia. Fakta empiris menunjukkan bahwa faktor 
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kepadatan penduduk lebih berpotensi menekan jumlah kejahatan melalui 
tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan proteksi masyarakat di daerah 
padat penduduk baik secara  formal melalui lembaga hukum dan keamanan 
maupun secara natural melalui pengawasan warga setempat.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka pada bagian 
ini dikemukakan beberapa saran baik untuk kepentingan praktis maupun 
pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Pemerintah termasuk aparat kepolisian maupun lembaga pengawas yang 
terkait diharapkan meningkatan pengawasan dan pemberlakuan sistem 
keamanan lebih efektif terhadap penduduk bukan angkatan kerja dan 
penduduk yang memiliki pekerjaan berstatus legal secara hukum terutama 
pegawai pemegang jabatan strategis sebagai upaya menekan jumlah 
kejahatan properti secara signifikan. Pemerintah diharapkan bersikap 
transparan dan tegas dalam menciptakan peraturan untuk melindungi 
masyarakat 
2. Terkait penanggulangan masalah kejahatan properti di Indonesia, 
diharapkan pemerintah lebih memprioritaskan program yang berkenaan 
dengan penyelesaian ketimpangan distribusi pendapatan.  
3. Aparat hukum dan keamanan serta lembaga swadaya masyarakat 
setempat, disarankan agar intensif dalam melakukan upaya-upaya 
koordinasi sebagai langkah penganggulangan tindak kejahatan terutama 
kejahatan properti, sehingga diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan 
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properti yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun-ketahun di 
setiap daerah. 
4. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk 
melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen 
lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat 
analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 
mendekati fenomena sesungguhnya. Terutama variabel-variabel terkait 
ambiguitas teori kejahatan properti seperti durasi menganggur, tingkat 
upah, dan interfensi pemerintah melalui aparat keamanan serta lembaga 
hukum. Selain itu untuk hasil yang lebih spesifik sebaiknya penelitian 
selanjutnya,  diharapkan dapat mengukur kejahatan properti berdasarkan 
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1a  Jumlah Kejahatan Properti yang terjadi di Indonesia Menurut Provinsi 
Tahun 2009-2013 
 
Kepolisian Daerah 2009 2010 2011 2012 2013 
Aceh  2793 3850 5150 5276 5064 
Sumatera Utara 11632 15090 20468 19133 22983 
Sumatera Barat 5091 5398 6671 8517 9262 
Riau 3980 3780 4669 7689 5258 
Jambi 1685 1553 2470 3090 4023 
Sumatera Selatan 8331 10146 12052 12691 13114 
Bengkulu 987 1632 2131 2104 2320 
Lampung 5841 2123 2809 1914 2295 
Kepulauan Bangka Belitung 1072 1026 1390 2792 1333 
Kepulauan Riau  1828 1825 2143 2191 2679 
Metro Jaya* 35301 26076 24895 24229 22435 
Jawa Barat 16582 9713 19263 17337 16174 
Jawa Tengah 7213 7798 9084 6912 9334 
DI Yogyakarta 4476 13058 4679 4356 3455 
Jawa Timur 20261 8224 10322 7969 5957 
Banten 1656 1912 1737 2183 2116 
Bali 2460 2294 2608 2099 2726 
Nusa Tenggara Barat 3290 4276 5203 3828 2555 
Nusa Tenggara Timur 1283 1446 2306 2354 2111 
Kalimantan Barat 5104 4357 6270 6398 5708 
Kalimantan Tengah 1534 1093 2893 1676 1520 
Kalimantan Selatan 2027 854 130 1721 3392 
Kalimantan Timur 3725 5440 5473 5673 5382 
Sulawesi Utara 3148 2714 3894 2671 2970 
Sulawesi Tengah 2556 8161 3427 3802 4104 
Sulawesi Selatan** 6135 7464 8781 8561 8412 
Sulawesi Tenggara 2079 2122 2158 2689 2792 
Gorontalo 1055 1060 508 1050 1744 
Maluku 384 980 1168 466 625 
Maluku Utara 203 359 179 155 151 
Papua** 1678 1660 2945 2702 3842 
INDONESIA  165390 157484 177876 174228 175836 
Sumber: Biro Pengendalian operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Statistik Kriminal BPS 2009-2013, diolah 
*Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, 
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota 
Bekasi,Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-
Hatta, dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Priok. 
**Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Polda 





1b  Rekapitulasi Data 
 
Provinsi Tahun Y X1 X2 X3 
Aceh 2009 0.064 8.71 0.29 77 
Aceh 2010 0.086 8.37 0.30 78 
Aceh 2011 0.111 7.43 0.33 81 
Aceh 2012 0.112 9.10 0.32 82 
Aceh 2013 0.105 10.30 0.34 83 
Sumatera Utara 2009 0.088 8.45 0.32 182 
Sumatera Utara 2010 0.116 7.43 0.35 179 
Sumatera Utara 2011 0.155 6.37 0.35 181 
Sumatera Utara 2012 0.143 6.20 0.33 184 
Sumatera Utara 2013 0.169 6.53 0.35 186 
Sumatera Barat 2009 0.105 7.97 0.30 114 
Sumatera Barat 2010 0.111 6.95 0.33 116 
Sumatera Barat 2011 0.135 6.45 0.35 117 
Sumatera Barat 2012 0.170 6.52 0.36 118 
Sumatera Barat 2013 0.183 6.99 0.36 121 
Riau 2009 0.075 8.56 0.33 60 
Riau 2010 0.068 8.72 0.33 64 
Riau 2011 0.082 5.32 0.36 61 
Riau 2012 0.131 4.30 0.40 62 
Riau 2013 0.087 5.50 0.37 69 
Jambi 2009 0.059 5.54 0.27 62 
Jambi 2010 0.050 5.39 0.30 62 
Jambi 2011 0.078 4.02 0.34 59 
Jambi 2012 0.096 3.22 0.34 60 
Jambi 2013 0.122 4.84 0.35 66 
Sumatera Selatan 2009 0.115 7.61 0.31 120 
Sumatera Selatan 2010 0.136 6.65 0.34 82 
Sumatera Selatan 2011 0.159 5.77 0.34 89 
Sumatera Selatan 2012 0.165 5.70 0.40 90 
Sumatera Selatan 2013 0.168 5.00 0.38 85 
Bengkulu 2009 0.059 5.08 0.30 84 
Bengkulu 2010 0.095 4.59 0.37 86 
Bengkulu 2011 0.122 2.37 0.36 89 
Bengkulu 2012 0.118 3.61 0.35 90 
Bengkulu 2013 0.128 4.74 0.39 91 
Lampung 2009 0.078 6.62 0.35 199 
Lampung 2010 0.028 5.57 0.36 220 





Lampung 2012 0.024 5.18 0.36 221 
Lampung 2013 0.029 5.85 0.36 229 
Kepulauan Bangka Belitung 2009 0.094 6.14 0.29 69 
Kepulauan Bangka Belitung 2010 0.084 5.63 0.30 75 
Kepulauan Bangka Belitung 2011 0.110 3.61 0.30 77 
Kepulauan Bangka Belitung 2012 0.217 3.49 0.29 78 
Kepulauan Bangka Belitung 2013 0.101 3.70 0.31 80 
Kepulauan Riau 2009 0.121 8.11 0.29 187 
Kepulauan Riau 2010 0.109 6.90 0.29 206 
Kepulauan Riau 2011 0.123 7.80 0.32 216 
Kepulauan Riau 2012 0.121 5.37 0.35 223 
Kepulauan Riau 2013 0.144 6.25 0.36 227 
DKI Jakarta 2009 0.383 12.15 0.36 12459 
DKI Jakarta 2010 0.271 11.05 0.36 14518 
DKI Jakarta 2011 0.255 10.80 0.44 13179 
DKI Jakarta 2012 0.246 9.87 0.42 13473 
DKI Jakarta 2013 0.225 9.02 0.43 15015 
Jawa Barat 2009 0.040 10.96 0.36 1124 
Jawa Barat 2010 0.023 10.33 0.36 1222 
Jawa Barat 2011 0.044 9.83 0.41 1247 
Jawa Barat 2012 0.039 9.08 0.41 1267 
Jawa Barat 2013 0.036 9.22 0.41 1282 
Jawa Tengah 2009 0.022 7.33 0.32 1002 
Jawa Tengah 2010 0.024 6.21 0.34 989 
Jawa Tengah 2011 0.028 5.93 0.38 963 
Jawa Tengah 2012 0.021 5.63 0.38 971 
Jawa Tengah 2013 0.028 6.02 0.39 1014 
DI Yogyakarta 2009 0.128 6.00 0.38 1118 
DI Yogyakarta 2010 0.378 5.69 0.41 1107 
DI Yogyakarta 2011 0.133 3.97 0.40 1120 
DI Yogyakarta 2012 0.123 3.97 0.43 1134 
DI Yogyakarta 2013 0.096 3.34 0.44 1147 
Jawa Timur 2009 0.054 5.08 0.33 798 
Jawa Timur 2010 0.022 4.25 0.34 786 
Jawa Timur 2011 0.027 4.16 0.37 790 
Jawa Timur 2012 0.021 4.12 0.36 795 
Jawa Timur 2013 0.016 4.33 0.36 803 
Banten 2009 0.017 14.97 0.37 1085 
Banten 2010 0.018 13.68 0.42 1106 
Banten 2011 0.016 13.06 0.40 1213 





Banten 2013 0.018 9.90 0.40 1185 
Bali 2009 0.069 3.13 0.31 652 
Bali 2010 0.059 3.06 0.37 676 
Bali 2011 0.066 2.32 0.41 712 
Bali 2012 0.052 2.04 0.43 721 
Bali 2013 0.067 1.79 0.40 702 
Nusa Tenggara Barat 2009 0.074 6.25 0.35 225 
Nusa Tenggara Barat 2010 0.095 5.29 0.40 243 
Nusa Tenggara Barat 2011 0.114 5.33 0.36 230 
Nusa Tenggara Barat 2012 0.082 5.26 0.35 233 
Nusa Tenggara Barat 2013 0.054 5.38 0.36 254 
Nusa Tenggara Timur 2009 0.028 3.97 0.36 100 
Nusa Tenggara Timur 2010 0.031 3.34 0.38 97 
Nusa Tenggara Timur 2011 0.048 2.69 0.36 100 
Nusa Tenggara Timur 2012 0.048 2.89 0.36 102 
Nusa Tenggara Timur 2013 0.043 3.16 0.35 102 
Kalimantan Barat 2009 0.118 5.44 0.32 36 
Kalimantan Barat 2010 0.099 4.62 0.37 30 
Kalimantan Barat 2011 0.140 3.88 0.40 39 
Kalimantan Barat 2012 0.140 3.48 0.38 40 
Kalimantan Barat 2013 0.123 4.03 0.40 32 
Kalimantan Tengah 2009 0.074 4.62 0.29 14 
Kalimantan Tengah 2010 0.049 4.14 0.30 14 
Kalimantan Tengah 2011 0.127 2.55 0.34 15 
Kalimantan Tengah 2012 0.072 3.17 0.33 15 
Kalimantan Tengah 2013 0.064 3.09 0.35 16 
Kalimantan Selatan 2009 0.058 6.36 0.35 90 
Kalimantan Selatan 2010 0.024 5.25 0.37 94 
Kalimantan Selatan 2011 0.003 5.23 0.37 101 
Kalimantan Selatan 2012 0.045 5.25 0.38 103 
Kalimantan Selatan 2013 0.088 3.79 0.36 99 
Kalimantan Timur 2009 0.118 10.83 0.38 16 
Kalimantan Timur 2010 0.153 10.10 0.37 17 
Kalimantan Timur 2011 0.149 9.84 0.38 19 
Kalimantan Timur 2012 0.150 8.90 0.36 19 
Kalimantan Timur 2013 0.139 8.04 0.37 19 
Sulawesi Utara 2009 0.141 10.56 0.31 160 
Sulawesi Utara 2010 0.120 9.61 0.37 164 
Sulawesi Utara 2011 0.169 8.62 0.39 166 
Sulawesi Utara 2012 0.114 7.79 0.43 168 





Sulawesi Tengah 2009 0.103 5.43 0.34 36 
Sulawesi Tengah 2010 0.310 4.61 0.37 43 
Sulawesi Tengah 2011 0.127 4.01 0.38 40 
Sulawesi Tengah 2012 0.139 3.93 0.40 40 
Sulawesi Tengah 2013 0.147 4.27 0.41 45 
Sulawesi Selatan 2009 0.069 6.70 0.35 117 
Sulawesi Selatan 2010 0.081 5.81 0.38 121 
Sulawesi Selatan 2011 0.094 4.69 0.38 124 
Sulawesi Selatan 2012 0.090 4.00 0.36 126 
Sulawesi Selatan 2013 0.088 3.72 0.39 127 
Sulawesi Tenggara 2009 0.098 4.74 0.36 58 
Sulawesi Tenggara 2010 0.095 4.61 0.42 59 
Sulawesi Tenggara 2011 0.094 3.06 0.41 62 
Sulawesi Tenggara 2012 0.115 4.04 0.40 64 
Sulawesi Tenggara 2013 0.116 4.46 0.43 63 
Gorontalo 2009 0.107 5.89 0.35 81 
Gorontalo 2010 0.102 5.16 0.43 93 
Gorontalo 2011 0.048 4.26 0.46 89 
Gorontalo 2012 0.097 4.36 0.44 90 
Gorontalo 2013 0.159 4.12 0.44 98 
Maluku 2009 0.029 10.57 0.31 29 
Maluku 2010 0.064 9.97 0.33 33 
Maluku 2011 0.074 7.38 0.41 32 
Maluku 2012 0.029 7.51 0.38 32 
Maluku 2013 0.038 9.75 0.37 35 
Maluku Utara 2009 0.021 6.76 0.33 25 
Maluku Utara 2010 0.035 6.03 0.34 33 
Maluku Utara 2011 0.017 5.55 0.33 25 
Maluku Utara 2012 0.014 4.76 0.34 25 
Maluku Utara 2013 0.014 3.86 0.32 35 
Papua 2009 0.059 5.82 0.37 7 
Papua 2010 0.046 5.62 0.40 9 
Papua 2011 0.080 6.44 0.41 8 
Papua 2012 0.071 4.56 0.44 8 
Papua 2013 0.100 3.93 0.44 10 



















2009 8.324.716 8.962.617 92.88 
2010 7.561.972 8.319.779 90.89 
2011 6.822.821 7.700.086 88.61 
2012 6.659.166 7.244.956 91.91 
2013 6.834.131 7.388.737 92.49 















































2.a Penentuan Metode Estimasi 
Pada penelitian ini, penentuan metode analisis data panel yang 
digunakan merujuk pada beberapa hasil pengujian. Pengujian data panel yang 
digunakan antara lain (i) Chow Test (likelihood Ratio Test) untuk menentukan 
antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM), (ii) Hausman 
Test untuk menentuka antara FEM atau Random Effect Model (REM). 
Penentuan antara CEM atau FEM (Chow Test) 
 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POOL01    
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 9.265509 (30,121) 0.0000 
Cross-section Chi-square 184.927989 30 0.0000 
     
     
Sumber: Data sekunder (lampiran 1b) yang diolah dengan Eviews 8.0 
Hipotesis: 
H0: Model CEM 
H1: Model FEM 
Kesimpulan: Nilai F statistik adalah 9.265 dengan nilai tabel pada df 
(30,121) α = 0,05 adalah 1,52 sehingga F statistik > F tabel, maka H0 di tolak 
sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model. 
Penentuan antara FEM atau REM (Hausman Test) 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POOL01    
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 12.115418 3 0.0070 
     
     






H0: Model FEM 
H1: Model REM 
Kesimpulan: Nilai probabilitas cross section random sebesar 0,007 
dimana α = 0,05 lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat 
untuk digunakan adalah Fixed Effect Model. 
2b Output Uji Heteroskedastisitas Metode Grafik 
 Sumber: Data Sekunder (lampiran 1b) diolah dengan SPSS 20.0 
 
2c Hasil Estimasi dengan Fixed Effect Model disertai Cross-section 
Weighted 
 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 02/25/16   Time: 08:37   
Sample: 2009 2013   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 31   
Total pool (balanced) observations: 155  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.107799 0.023216 4.643392 0.0000 





X2? 0.084225 0.041218 2.043397 0.0432 
X3? -4.55E-05 1.83E-05 -2.485673 0.0143 
Fixed Effects (Cross)     
_ACEH--C -0.018384    
_SUMUT--C 0.019255    
_SUMBAR--C 0.023177    
_RIAU--C -0.034253    
_JAMBI--C -0.041967    
_SUMSEL--C 0.026718    
_BENGKULU--C -0.021426    
_LAMPUNG--C -0.077993    
_KEPBANGKA--C 0.000479    
_KEPRIAU--C 0.011243    
_JAKARTA--C 0.778505    
_JABAR--C -0.029826    
_JATENG--C -0.056920    
_YOGYA--C 0.088926    
_JATIM--C -0.065047    
_BANTEN--C -0.046837    
_BALI--C -0.041266    
_NTT--C -0.033385    
_NTB--C -0.088094    
_KALBAR--C -0.005430    
_KALTENG--C -0.050390    
_KALSEL--C -0.080618    
_KALTIM--C 0.021707    
_SULUT--C 0.017817    
_SULTENG--C 0.035808    
_SULSEL--C -0.039463    
_SULTGG--C -0.027324    
_GORONTALO--C -0.027696    
_MALUKU--C -0.072541    
_MALUT--C -0.104164    
_PAPUA--C -0.060609    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.942751    Mean dependent var 0.169365 
Adjusted R-squared 0.927138    S.D. dependent var 0.105901 
S.E. of regression 0.034816    Sum squared resid 0.146670 
F-statistic 60.38123    Durbin-Watson stat 1.992719 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.765225    Mean dependent var 0.094583 
Sum squared resid 0.148068    Durbin-Watson stat 2.481758 
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